
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

NOMOR 7 TAHUN 2010  

TENTANG 

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahw a sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, m aka pera tu ran  daerah yang m engatur tentang pajak 
reklame perlu disesuaikan;

b. bahw a berdasarkan  keten tuan  Pasal 2 ayat (2) h u ru f d 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah ditetapkan 
Pajak Reklame sebagai salah satu  jen is Pajak 
K abupaten/ Kota;

c. bahw a berdasarkan  pertim bangan tersebut pada h u ru f a  dan 
h u ru f b, perlu m em bentuk Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem bentukan 
D aerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia 
U rusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 156, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang H ukum  Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaim ana telah 
d iubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 
129, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jaw ab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);
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1 l.U ndang-U ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan 
Keuangan an tara  Pemerintah Pusat dan Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 
Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Perm usyaw aratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
123, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang H ukum  Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1983 Nomor 36, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Pem erintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang H ukum  Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145);

15. Peraturan  Pem erintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata 
Cara Pem eriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

16. Peraturan  Pem erintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam  rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 247, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049);

17. Peraturan  Pem erintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari 
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 248, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4050);
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18. Peraturan  Pem erintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang N egara/D aerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

19. Peraturan  Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2 0 . Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian U rusan Pem erintahan an ta ra  Pemerintah, 
Pem erintahan Daerah Provinsi dan Pem erintahan Daerah 
K abupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

2 1 . Peraturan  Pem erintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pem anfaatan Insentif Pem ungutan Pajak 
D aerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3161);

2 2 . Peraturan  Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pem erintah Kota Balikpapan (Lembaran D aerah Tahun 2000 
Nomor 12, Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN 

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PAJAK 
REKLAME
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dim aksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.

2. Pem erintah Kota adalah Pem erintah Kota beserta  Perangkat 
D aerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah 
Kota Balikpapan.

3. W alikota adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat D aerah Kota Balikpapan.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Balikpapan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terten tu  di bidang 
perpajakan daerah sesuai pera tu ran  perundang-undangan 
yang berlaku.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi a tau  badan, meliputi 
pem bayar pajak, pemotong pajak, dan pem ungut Pajak, yang 
m em punyai hak  dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
keten tuan  pera turan  perundang-undangan perpajakan.

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi a tau  badan yang 
bertanggung jawab atas pembayar an  pajak, term asuk wakil 
yang m enjalankan hak dan m em enuhi kewajiban Wajib Pajak 
sesuai keten tuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.

9. B adan adalah sekum pulan orang d a n /a ta u  modal yang 
m erupakan kesatuan  baik yang m elakukan u sah a  m aupun 
yang tidak m elakukan u sah a  yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
u sah a  milik negara atau  badan u sah a  milik daerah dengan 
nam a dan  dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkum pulan, yayasan, 
organisasi m assa, organisasi sosial politik, a tau  organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya term asuk  kontrak 
investasi kolektif dan bentuk u sah a  tetap.
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10. Kas D aerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

11. Pajak D aerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 
teru tang  oleh orang pribadi a tau  badan yang bersifat 
m em aksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
m endapatkan im balan secara langsung dan digunakan u n tu k  
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kem akm uran rakyat.

12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak 
a tas penyelenggaraan reklame.

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 
NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 
sebagai sarana  dalam adm inistrasi perpajakan daerah yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri a tau  identitas Wajib 
Pajak dalam  m elaksanakan hak  dan kewajiban 
perpajakannya.

14. Pem ungutan adalah suatu  rangkaian kegiatan m ulai dari 
penghim punan data  objek pajak, subjek pajak dan penentuan 
besarnya pajak yang terutang, sam pai dengan kegiatan 
penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Pajak yang terutang adalah pajak yang h a ru s  dibayar pada 
su a tu  saat, dalam M asa Pajak, dalam  Tahun Pajak, a tau  
dalam  Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan perpajakan.

16. M asa Pajak adalah jangka waktu yang m enjadi dasar bagi 
Wajib Pajak u n tu k  menghitung, menyetor, dan m elaporkan 
pajak yang terutang dalam su atu  jangka w aktu tertentu 
sebagaim ana ditentukan dalam Peraturan  D aerah ini.

17. Tahun Pajak adalah jangka w aktu 1 (satu) tah u n  kalender 
kecuali bila Wajib Pajak m enggunakan tah u n  buku  yang tidak 
sam a dengan tah u n  kalender.

18. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka w aktu 1 (satu) 
tah u n  pajak.

19. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi a tau  badan yang 
m enyelenggarakan reklame baik u n tu k  dan a tas  nam a sendiri, 
a tau  u n tu k  dan a tas nam a pihak lain yang menjadi 
tanggungannya.
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20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan  a tau  media yang 
m enuru t corak ragam nya u n tu k  tu ju an  komersial, 
d ipergunakan u n tu k  m em perkenalkan, m enganjurkan atau 
m em ujikan suatu  barang, ja sa  atau  orang, a tau  pun  u n tu k  
m enarik perhatian  um um  kepada su a tu  barang, ja sa  atau 
orang yang ditem patkan atau  yang dapat dilihat, dibaca 
d a n /a ta u  didengar dari suatu  tem pat oleh um um , kecuali 
yang dilakukan oleh pemerintah.

21. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari 
papan  kayu, calli brete, vinyle term asuk seng a tau  bahan  lain 
yang sejenis dipasang a tau  digantungkan a tau  dipasang pada 
bangunan, halam an, di atas bangunan.

22. Reklame M egatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) 
adalah reklame yang m enggunakan layar m onitor besar 
berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar 
dan  a tau  tulisan berw arna yang dapat berubah-ubah 
terprogram  dan difungsikan dengan tenaga listrik.

23. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan 
berupa gambar, lukisan atau  tu lisan pada ko tak /box  rangka 
besi, alum unium  atau  sejenisnya dengan tertu tup  
m enggunakan bahan  plastik, fiberglas, dicat a tau  bahan  jadi 
dari jenis vinil/plastik  tebal a tau  sejenisnya, serta  diberi 
penerangan lam pu pada bagian dalam  kotak/box yang 
pem asangannya tidak m enggunakan konstruksi secara 
k h u su s  a tau  ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang 
a tau  menyilang jalan.

24. Reklame Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan 
berupa gambar, lukisan atau  tulisan dari bahan  lam pu neon 
sign (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada 
p apan /board  dengan rangka dan plat besi, alum unium  dicat 
serta  pem asangannya tidak m enggunakan konstruksi secara 
k h u su s  a tau  ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang 
a tau  menyilang jalan.

25. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gam bar/luk isan  d a n /a ta u  tu lisan yang terdiri dari bahan  
kain, plastik disablon, papan, tripek, fiberglas, dan bahan 
lainnya yang sejenis u n tu k  kegiatan (event) terten tu  dengan 
perletakan/penem patannya m enggunakan rangka/board  besi, 
alum unium  di la s /riv e t/b o u t a tau  kayu /bam bu  diikat kawat 
a tau  tali dan bersifat tidak perm anen.
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26. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa 
gambar, lukisan d a n /a ta u  tu lisan dengan m enggunakan 
bahan  kain, term asuk kertas, plastik, karet a tau  bahan 
lainnya yang sejenis dengan itu yang dipasang dengan cara 
digantungkan horizontal/vertikal dengan m enggunakan tali 
pengikat d a n /a ta u  memakai tiang besi/bam bu.

27. Reklame M elekat/Poster/S tiker adalah reklame yang 
diselenggarakan berupa gambar, lukisan d a n /a ta u  tulisan 
berbentuk lem baran lepas di sablon a tau  dicetak/offset, 
dengan cara disebarkan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
a tau  digantungkan pada su a tu  benda.

28. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lem baran 
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan 
a tau  dapat dim inta dengan tidak u n tu k  ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang, digantungkan pada su a tu  benda lain.

29. Reklame B erjalan/kendaraan adalah reklame yang
ditem patkan a tau  ditempelkan pada kendaraan  bermotor 
berupa gambar, lukisan d a n /a ta u  tulisan.

30. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
m enggunakan kata-kata yang diucapkan a tau  dengan suara  
yang ditim bulkan dari a tau  oleh peran tara  alat.

31. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara  
dengan m enggunakan gas, laser, pesaw at u d ara  a tau  alat lain 
yang sejenis.

32. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa 
gambar, lukisan d a n /a ta u  tu lisan dengan cara disebarkan 
a tau  dipasang pada suatu  a la t/b en d a  yang diletakkan di atas 
perm ukaan air.

33. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan cara m enggunakan klise berupa kaca a tau  film, atau  
bahan-bahan  yang sejenis, sebagai alat u n tu k  diproyeksikan 
d a n /a ta u  dipancarkan pada layar a tau  benda lain di dalam 
ruangan.

34. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan 
dengan cara m em peragakan suatu  barang dengan a tau  tanpa 
disertai suara.

35. K aw asan/zona adalah batasan-batasan  wilayah tertentu 
sesuai dengan pem anfaatan wilayah tersebut yang dapat 
digunakan u n tu k  pem asangan reklame.
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3 6 . Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai 
dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

3 7 . Lebar Bidang Reklame adalah u k u ran  vertikal m edia/papan 
reklame.

3 8 . Panjang Bidang Reklame adalah u k u ran  horizontal 
m ed ia/papan  reklame.

3 9 . Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan 
w arna yang terdapat dal am bidang reklame.

40. S urat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah bukti pem bayaran a tau  penyetoran pajak yang telah 
dilakukan dengan m enggunakan formulir a tau  telah 
dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah a tau  ke tem pat lain 
yang ditetapkan oleh Walikota.

41. S urat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah su ra t ketetapan yang m enentukan besarnya 
jum lah  pajak yang terutang.

42. S urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPD LB, adalah su ra t ketetapan pajak yang 
m enentukan jum lah  kelebihan pem bayaran pajak karena 
jum lah  kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
a tau  seharusnya tidak terutang.

43. S urat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah su ra t ketetapan pajak yang 
m enentukan jum lah pokok pajak sam a besarnya dengan 
jum lah  kredit pajak a tau  pajak tidak teru tang  dan tidak ada 
kredit pajak.

44. S urat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah su ra t u n tu k  m elakukan tagihan pajak d a n /a tau  
sanksi adm inistrasi berupa bunga d a n /a ta u  denda.

45. S urat K eputusan Pembetulan adalah su ra t kepu tusan  yang
m em betulkan kesalahan ketik, kesalahan  hitung, d a n /a ta u  
kekeliruan penerapan ketentuan  terten tu  dalam  peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
S urat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak D aerah Kurang Bayar 
Tam bahan, S urat Ketetapan Pajak D aerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, a tau  Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat K eputusan Keberatan, S urat K eputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, S urat K eputusan
Penghapusan Sanksi Administrasi, S urat K eputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah.



4 6 .S urat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disebut SPOPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 
u n tu k  m endaftarkan ja sa  pelayanan yang akan  dim anfaatkan 
sebagai dana perhitungan dalam  m enetapkan besarnya pajak 
yang terutang.

47. S urat K eputusan Keberatan adalah su ra t kepu tusan  atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
K etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
D aerah Kurang Bayar Tam bahan, S urat Ketetapan Pajak 
D aerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
S urat Tagihan Pajak Daerah, a tau  terhadap pem otongan atau  
pem ungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak.

4 8 . Pem eriksaan adalah serangkaian kegiatan m enghim pun dan
mengolah data, keterangan, d a n /a ta u  bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
su a tu  s tandar pem eriksaan u n tu k  menguji kepatuhan 
pem enuhan kewajiban perpajakan d a n /a ta u  u n tu k  tu juan  
lain dalam rangka m elaksanakan ke ten tuan  peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah.

4 9 .S urat Paksa adalah su ra t perintah m em bayar u tang  pajak dan 
biaya penagihan pajak.

50 . Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan 
pajak yang dilaksanakan oleh Ju ru s ita  Pajak kepada Wajib 
Pajak a tau  Penanggung Pajak tanpa m enunggu ja tu h  tempo 
pem bayaran yang meliputi seluruh u tang  pajak dari sem ua 
jenis pajak, M asa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun 
Pajak.

51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik u n tuk  
m encari serta  m engum pulkan bukti yang dengan bukti itu 
m em buat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang 
terjadi serta  m enem ukan tersangkanya.

52 . Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu  di 
lingkungan Pem erintah Kota Balikpapan yang diberi 
wewenang k husus sebagai penyidik u n tu k  m elakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan 
keten tuan  pera turan  perundang-undangan.
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5 3 .Ju ru sita  Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak
yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,
pem beritahuan su ra t paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

P a sa l2

Dengan nam a Pajak Reklame dipungut pajak a tas sem ua
penyelenggaraan reklame.

P a sa l3

(1) Objek Pajak adalah sem ua penyelenggaraan reklame.

(2) Objek Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi:
a. reklame papan /  billboard /  m egatron /  videotron /  large 

electronic display (LED) dan sejenisnya;
b. reklame neon box, term asuk neon sign dan sejenisnya;
c. reklame kain;
d. reklame selebaran;
e. reklame melekat (stiker);
f. reklame berjalan, term asuk pada kendaraan;
g. reklame udara;
h. reklame apung;
i. reklame suara;
j. reklame film/slide;
k. reklame peragaan.

(3) Tidak term asuk sebagai objek pajak sebagaim ana dim aksud
pada ayat (2) adalah :

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, 
w arta harian, w arta mingguan, w arta bulanan, dan 
sejenisnya;

b. label/m erek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi u n tu k  m em bedakan dari 
produk sejenis lainnya;

c. nam a pengenal u sah a  atau  profesi yang dipasang pada 
bangunan tem pat u sah a  atau  profesi diselenggarakan 
sesuai dengan ketentuan  yang m engatur nam a pengenal 
u sah a  atau  profesi tersebut;
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d. reklame yang diselenggarakan oleh Pem erintah atau 
Pem erintah Daerah, perwakilan diplomatik, perwakilan 
konsulat, Perwakilan Persatuan  Bangsa-Bangsa serta 
badan/lem baga yang bem aung di bawahnya;

e. reklame yang diselenggarakan sem ata-m ata m em uat nam a 
tem pat ibadah dan tem pat panti asuhan;

f. reklame yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau 
Organisasi K em asyarakatan yang sem ata-m ata u n tu k  
kegiatan sosial.

P a sa l4

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi a tau  badan yang 
m enggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi a tau  badan yang 
menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung 
oleh orang pribadi a tau  badan, Wajib Pajak Reklame adalah 
orang pribadi a tau  badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, 
pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA 
PENGHITUNGAN PAJAK

P a sa l5

(1) D asar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai 
Sewa Reklame sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa 
Reklame sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dihitung 
dengan m em perhatikan faktor jenis, bah  an yang digunakan, 
lokasi penem patan, jangka w aktu penyelenggaraan, jum lah, 
dan  u k u ran  media reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (2) tidak diketahui d a n /a ta u  dianggap tidak wajar, Nilai 
Sewa Reklame ditetapkan dengan m enggunakan faktor-faktor 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (3).
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(5) Nilai Sewa Reklame sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
dihitung berdasarkan hasil perkalian an ta ra  Nilai Strategis 
Lokasi, U kuran /S a tu an  Media reklame, Jan g k a  W aktu dan 
harga sa tu an  reklame.

(6) Nilai Strategis Lokasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (5), 
dihitung berdasarkan penjum lahan an ta ra  Nilai Kawasan, 
Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar jalan , dan Nilai Ketinggian.

(7) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan  Walikota.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh  lima
persen).

P a sa l7

Besarnya pokok Pajak Reklame yang teru tang  dihitung dengan 
cara mengalikan tarif sebagaim ana dim aksud dal am Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaim ana dim aksud dal am 
Pasal 5.

BAB IV

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 

P a sa l8

(1) Setiap Wajib Pajak wajib m endaftarkan diri dengan 
m enggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

(2) S urat Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1), harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak serta  disam paikan kepada 
W alikota a tau  Pejabat.

(3) Wajib Pajak yang telah m endaftarkan diri sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

(4) W alikota a tau  Pejabat dapat m enerbitkan NPWPD secara 
jaba tan , apabila Wajib Pajak tidak m elaksanakan kewajiban 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1).
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(5) Penandatanganan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan tanda  tangan stempel, a tau  
tanda  tangan elektronik atau  digital yang sem uanya 
m em punyai kekuatan  hukum  yang sama.

(6) B atas w aktu penyam paian SPOPD sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) paling lam a 15 (lima belas) hari setelah 
berakhirnya m asa pajak.

(7) Apabila batas w aktu penyam paian SPOPD ja tu h  pada hari 
libur, m aka SPOPD disam paikan pada hari kerja berikutnya.

(8) Apabila SPOPD tidak disam paikan sesuai batas waktu 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (6), dapat diterbitkan Surat 
Teguran.

(9) K etentuan lebih lanjut mengenai jangka w aktu serta  ta ta  cara 
Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) d ia tu r dengan Peraturan Walikota.

P a sa l9

Wajib Pajak atas kem auan sendiri dapat m em betulkan SPOPD 
dengan m enyam paikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas 
Pendapatan D aerah belum mulai m elakukan tindakan 
pem eriksaan

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK 
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) M asa Pajak sam a dengan 1 (satu) bulan kalender.

(2) Bagian dari bulan dihitung satu  bulan penuh.

Pasal 11

(1) Pajak terutang dalam  m asa pajak terjadi pada saa t 
penyelenggaraan reklame.

(2) Dalam hal pem bayaran pajak diterim a sebelum 
penyelenggaraan reklame, pajak teru tang  dalam  m asa pajak 
terjadi pada saa t diterim anya pem bayaran.
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Pasal 12

Pajak yang teru tang  dipungut di wilayah Kota dim ana objek pajak 
berlokasi.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 13

(1) Pem ungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Walikota m enetapkan pajak teru tang  dengan m enerbitkan 
SKPD atau  dokum en lain dipersam akan.

(3) Dokumen lain yang dipersam akan sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

(4) K etentuan lebih lan ju t mengenai ta ta  cara penerbitan, 
pengisian dan penyam paian SKPD atau  dokum en lain yang 
dipersam akan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) d iatur 
dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 14

(1) W alikota a tau  Pejabat m enentukan tanggal ja tu h  tempo 
pem bayaran dan penyetoran pajak yang teru tang  dalam  SKPD 
paling lam a 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saa t terutangnya 
pajak.

(2) SKPD, STPD, S urat K eputusan Pem betulan, S urat K eputusan 
Keberatan, dan Putusan  Banding, yang m enyebabkan jum lah 
pajak yang h aru s  dibayar bertam bah m erupakan dasar 
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam  jangka waktu 
paling lam a 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Pem bayaran pajak h aru s  dilakukan sekaligus dan lunas 
dengan m enggunakan SSPD di Kas D aerah melalui 
Bendaharaw an K husus Penerima a tau  di tem pat lain yang 
d iten tukan oleh Walikota a tau  pejabat yang ditunjuk dan 
dicatat pada B uku Penerimaan.



(4) Apabila pem bayaran pajak dilakukan di tem pat lain, hasil 
penerim aan pajak harus disetor ke Kas D aerah paling lam a 1 
x 24 (satu kali dua  puluh empat) jam  a tau  dalam  w aktu yang 
d iten tukan oleh Walikota a tau  Pejabat.

(5) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara  pem bayaran, 
penyetoran dan tem pat pem bayaran d ia tu r dengan Peraturan 
Walikota.

Pasal 15

(1) Walikota a tau  Pejabat atas perm ohonan Wajib Pajak setelah 
m em enuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan 
persetu juan  u n tu k  m engangsur pem bayaran pajak yang 
teru tang  dalam  ku run  w aktu tertentu.

(2) A ngsuran pem bayaran pajak yang teru tang  sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) harus dilakukan secara te ra tu r dan 
bertu ru t-tu ru t.

(3) Walikota atau  Pejabat atas perm ohonan Wajib Pajak setelah 
m em enuhi persyaratan yang ditentukan, dapat m emberikan 
persetu juan  u n tu k  m enunda pem bayaran pajak yang terutang 
sam pai batas w aktu yang ditentukan.

(4) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara pengajuan 
perm ohonan, persyaratan dan pem bayaran angsuran  serta 
penundaan  pem bayaran pajak, d ia tu r dengan Peraturan 
Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN 

Bagian Kesatu 

STPD 

Pasal 16

(1) W alikota atau  Pejabat dapat m enerbitkan STPD apabila:

a. pajak tah u n  berjalan tidak a tau  kurang dibayar;

b. wajib pajak dikenai sanksi adm inistrasi berupa denda 
d a n /a ta u  bunga.
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(2) STPD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) mempunyai 
kekuatan  hukum  yang sam a dengan SKPD.

Pasal 17

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang 
dalam  SKPD, STPD, Surat K eputusan Pem betulan, Surat 
K eputusan Keberatan dan Putusan  Banding.

(2) S urat Teguran atau  Surat Peringatan a tau  su ra t lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saa t ja tu h  tempo 
pem bayaran.

(3) Dalam jangka w aktu 7 (tujuh) hari setelah S urat teguran atau 
S urat peringatan atau  su ra t lain yang sejenis, Wajib Pajak 
wajib m elunasi pajak yang terutang.

(4) S urat Teguran, Surat Peringatan a tau  su ra t lain yang sejenis 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh 
Pejabat.

(5) S urat Teguran a tau  Surat peringatan atau  su ra t lain yang 
sejenis sekurang-kurangnya memuat:
a. nam a Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak;
b. besarnya u tang  pajak;
c. perintah u n tu k  membayar; dan
d. saa t pelunasan  u tang pajak.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika Dan Sekaligus 

Pasal 18

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus 
tan p a  m enunggu tanggal ja tu h  tempo pem bayaran 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 14 ayat (1).

(2) S urat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang- 
kurangnya memuat:
a. nam a Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak;
b. besarnya u tang  pajak;
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c. perintah u n tu k  membayar;
d. saa t pelunasan  u tang  pajak.

(3) S urat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan 
sebelum  penerbitan Surat Paksa.

(4) K etentuan formal u n tu k  pelaksanaan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan  pera tu ran  perundang- 
undangan  yang berlaku.

Bagian Ketiga 

Surat Paksa

Pasal 19

(1) Apabila jum lah  pajak yang belum dibayar tidak dilunasi 
dalam  batas w aktu sebagaim ana d iten tukan dalam  Surat 
Teguran a tau  Surat Peringatan a tau  su ra t lain yang sejenis, 
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Walikota a tau  Pejabat m enerbitkan S urat Paksa setelah lewat 
21 (dua puluh  satu) hari kerja sejak S urat Teguran atau  Surat 
Peringatan a tau  su ra t lain yang sejenis diterim a oleh Wajib 
Pajak.

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak m engakibatkan 
penundaan  pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan 
penyitaan sebelum lewat 2x24 (dua kali dua pu luh  empat) jam  
setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 19.

(2) K etentuan formal u n tu k  pelaksanaan penagihan pajak dengan 
S urat Paksa, dilaksanakan berdasarkan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat 

Penyitaan

Pasal 21

(1) Apabila u tang  pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam  jangka 
w aktu sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 20 ayat (1) 
Walikota a tau  Pejabat segera m enerbitkan Surat Perintah 
M elaksanakan Penyitaan.
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(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Ju ru  Sita Pajak dengan 
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah 
dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh J u ru  Sita Pajak 
dan dapat dipercaya.

(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Ju ru  Sita Pajak m em buat 
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang d itanda tangani oleh Ju ru  
Sita Pajak, Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak dan saksi- 
saksi.

Pasal 22

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak 
a tau  Penanggung Pajak yang berada di tem pat tinggal, tem pat 
u saha , tem pat kedudukan atau  di tem pat lain yang 
penguasaannya berada ditangan pihak lain a tau  yang 
dijam inkan sebagai pelunasan u tang  terten tu  yang dapat 
berupa:

a. barang bergerak term asuk mobil, perhiasan, uang  tunai, 
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, 
giro, a tau  bentuk lainnya yang dipersam akan dengan itu, 
obligasi saham , a tau  su ra t berharga lainnya, piutang, dan 
penyertaan modal pada perusahaan  lain;

b. barang tidak bergerak term asuk tan  ah, bangunan, dan 
kapal dengan isi kotor tertentu.

(2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau  Penanggung Pajak badan 
dapat d ilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, 
pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung 
jaw ab, pemilik modal baik di tem pat kedudukan  yang 
bersangkutan, di tem pat tinggal m ereka m aupun  di tem pat 
lain.

(3) Penyitaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sam pai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup 
oleh J u ru  Sita Pajak u n tu k  m elunasi u tang  pajak dan biaya 
penagihan pajak.

(4) Pengajuan keberatan tidak m engakibatkan penundaan 
pelaksanaan penyitaan.

Pasal 23

Penyitaan tam bahan dapat d ilaksanakan apabila:
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a. nilai barang yang disita sebagaim ana dim aksud dal am Pasal 
22 nilainya tidak cukup u n tu k  m elunasi u tang  pajak dan 
biaya penagihan pajak.

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup u n tu k  
m elunasi u tang  pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima 

Pelelangan 

Pasal 24

(1) Apabila u tang  pajak d a n /a ta u  biaya penagihan pajak tidak 
dilunasi dalam  jangka w aktu 10 (sepuluh) hari setelah 
d ilaksanakan penyitaan, Walikota a tau  Pejabat berwenang 
m elaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang 
disita melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara m enetapkan hari, tanggal, jam  
dan  tem pat pelaksanaan lelang, J u ru  Sita Pajak 
m em beritahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib 
Pajak a tau  Penanggung Pajak.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, 
tabungan, saldo rekening koran, giro, a tau  bentuk  lainnya 
yang dipersam akan dengan itu, obligasi, saham  a tau  su ra t 
berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada 
perusahaan  lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1).

(4) Barang yang disita sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), 
d igunakan u n tu k  membayar biaya penagihan pajak dan u tang 
pajak dengan cara:

a. uang  tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas 
D aerah a tau  Bank a tau  tem pat lain yang ditunjuk;

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro 
a tau  bentuk lainnya yang dipersam akan dengan itu, 
dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan 
Kas D aerah atau  Bank atau  tem pat lain yang ditunjuk atas 
perm intaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
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c. obligasi, saham  a tau  su ra t berharga lainnya yang 
diperdagangkan di bu rsa  efek dijual di b u rsa  efek atas 
perm intaan Pejabat;

d. obligasi, saham  atau  su ra t berharga lainnya yang tidak 
diperdagangkan di bu rsa  efek segera dijual oleh Pejabat;

e. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan ten tang 
pengalihan hak  menagih dari Wajib Pajak a tau  Penanggung 
Pajak kepada Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan  lain d ibuatkan akte 
persetu juan  pengalihan hak m enjual dari Wajib Pajak atau  
Penanggung Pajak kepada Pejabat.

(5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dilaksanakan paling 
lam a 14 (empat belas) hari setelah pengum um an lelang 
melalui media m assa.

(6) Pengum um an lelang sebagaim ana dim aksud pada ayat (5), 
dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah 
penyitaan.

(7) Pengum um an lelang u n tu k  barang bergerak dilakukan 1 
(satu) kali dan u n tu k  barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) 
kali.

(8) Pengum um an lelang u n tu k  barang bergerak dengan nilai 
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua pu luh  ju ta  rupiah) tidak 
h aru s  dium um kan melalui media m assa.

Pasal 25

(1) Lelang tetap dapat dilaksanakan w alaupun keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak belum 
memperoleh K eputusan Keberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa  dihadiri Wajib pajak 
d a n /a ta u  Penanggung Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau  
Penanggung Pajak telah m elunasi u tang  pajak dan biaya 
penagihan pajak, a tau  berdasarkan p u tu san  pengadilan, a tau  
p u tu san  pengadilan pajak atau  objek lelang m usnah.
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BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 26

(1) Hak u n tu k  m elakukan penagihan pajak menjadi kedaluw arsa 
setelah m elam paui w aktu 5 (lima) tah u n  terh itung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak m elakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan S urat Teguran d a n /a ta u  Surat Paksa; a tau
b. ada pengakuan u tang  pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

m aupun  tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan  S urat Paksa 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h u ru f a, kedaluw arsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyam paian S urat Paksa 
tersebut.

(4) Pengakuan u tang  pajak secara langsung sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) h u ru f b adalah Wajib Pajak dengan 
kesadarannya m enyatakan m asih m em punyai u tang  pajak dan 
belum  m elunasinya kepada Dinas Pendapatan Daerah.

(5) Pengakuan u tang  secara tidak langsung sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) h u ru f b dapat diketahui dari 
pengajuan perm ohonan angsuran  a tau  penundaan 
pem bayaran dan perm ohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Piutang Pajak yang tidak m ungkin ditagih lagi karena hak 
u n tu k  m elakukan penagihan sudah  kedaluw arsa dapat 
d ihapuskan.

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan  perm ohonan 
penghapusan  piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah.

(3) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara penghapusan 
piutang pajak yang sudah  kedaluw arsa d ia tu r dalam 
Peraturan  Walikota.
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BAB X

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN 

Bagian Kesatu 

Keberatan

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat m engajukan keberatan hanya kepada 
W alikota a tau  Pejabat a tas suatu:
a. SKPD;
b. SKPD LB;
c. SKPDN;
d. Pemotongan atau  pem ungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan  ketentuan  keten tuan  pera tu ran  perundang- 
undangan  perpajakan.

(2) K eberatan h aru s  diajukan secara tertulis dalam  bahasa  
Indonesia dengan disertai a lasan-alasan  yang jelas dalam 
jangka w aktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB dan 
SKPDN diterim a Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat 
m enunjukan bahw a jangka w aktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak m engajukan keberatan a tas ketetapan 
pajak secara jabatan , Wajib Pajak h a ru s  dapat m em buktikan 
ketidakbenaran ketetapan pajak dim aksud.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar 
paling sedikit sejum lah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) K eberatan yang tidak m em enuhi persyaratan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan  ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipertim bangkan.

(6) Tanda penerim aan su ra t keberatan yang diberikan oleh 
W alikota a tau  Pejabat yang d itunjuk a tau  tan d a  pengiriman 
su ra t keberatan melalui su ra t pos tercatat sebagai tan d a  bukti 
penerim aan su ra t keberatan.

(7) Pengajuan keberatan tidak m enunda kewajiban m embayar 
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
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(8) Apabila dim inta oleh Wajib Pajak u n tu k  keperluan pengajuan 
keberatan, Walikota a tau  Pejabat wajib m emberikan
keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau
pem ungutan pajak.

Pasal 29

(1) Walikota atau  Pejabat dalam  jangka w aktu paling lam a 12 
(dua belas) bulan sejak tanggal S urat Keberatan diterima, 
h a ru s  m em berikan K eputusan atas Keberatan yang diajukan.

(2) K eputusan a tas keberatan sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1), dapat berupa m engabulkan seluruhnya a tau  sebagian, 
m enolak a tau  m enam bah besarnya jum lah  pajak yang 
terutang.

(3) Apabila jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
telah terlam paui dan Walikota atau  Pejabat tidak memberi 
su a tu  keputusan , m aka perm ohonan keberatan yang diajukan 
dianggap dikabulkan.

(4) K eputusan keberatan tidak m enghilangkan hak  Wajib Pajak 
u n tu k  m engajukan perm ohonan m engangsur pem bayaran.

Bagian Kedua

Banding 

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat m engajukan perm ohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap kepu tusan  mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota a tau  Pejabat.

(2) Perm ohonan banding sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam B ahasa Indonesia dengan 
alasan  yang jelas paling lam a 3 (tiga) bulan sejak keputusan  
diterim a, dilampiri salinan dari Surat K eputusan Keberatan.

(3) Pengajuan perm ohonan banding m enangguhkan kewajiban 
m em bayar pajak sam pai dengan 1 (satu) bulan  sejak tanggal 
penerbitan Putusan  Banding.

(4) Apabila dim inta oleh Wajib Pajak u n tu k  keperluan pengajuan 
perm ohonan banding, Walikota a tau  Pejabat wajib
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m em berikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar S urat K eputusan Keberatan yang diterbitkan.

(5) Jum lah  pajak yang belum dibayar pada saa t pengajuan 
perm ohonan banding belum m erupakan pajak yang terutang 
sam pai dengan Putusan  Banding diterbitkan.

Pasal 31

Putusan  Pengadilan Pajak m erupakan p u tu san  pengadilan 
k h u su s  di lingkungan Peradilan Tata U saha Negara.

Bagian Ketiga 

Gugatan 

Pasal 32

(1) Gugatan Wajb Pajak a tau  Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah M elaksanakan 

Penyitaan, a tau  Pengum um an Lelang;

b. kepu tusan  pencegahan dalam  rangka penagihan pajak;

c. kepu tusan  yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan  
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam  Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 29; a tau

d. penerbitan su ra t ketetapan pajak a tau  Surat K eputusan 
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur 
a tau  ta ta  cara yang telah diatur dalam peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah;

hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak.

(2) Jangka  w aktu u n tu k  m engajukan gugatan paling lam a 14 
(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

(3) Jan g k a  waktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) tidak 
m engikat apabila jangka w aktu dim aksud tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan  Wajib Pajak, 
jangka w aktu dim aksud dapat diperpanjang.

(4) Perpanjangan jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat
(3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya 
keadaan diluar kekuasan  Wajib Pajak.
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(5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan a tau  1 (satu) 
kepu tusan  diajukan 1 (satu) S urat G ugatan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 33

(1) Walikota atau  Pejabat berdasarkan perm ohonan Wajib Pajak 
a tau  Penanggung Pajak dapat m em berikan pengurangan, 
keringanan atau  pem bebasan pajak.

(2) Perm ohonan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) diajukan 
terhadap pajak yang telah d a n /a ta u  belum  ditetapkan.

(3) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara pem berian 
pengurangan, keringanan dan pem bebasan pajak diatur 
dengan a tau  berdasarkan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Atas perm ohonan Wajib Pajak a tau  karena jabatannya, 
W alikota a tau  Pejabat dapat m em betulkan SKPD, STPD, 
SKPDN, atau  SKPDLB yang dalam  penerbitannya terdapat 
kesalahan  tulis d a n /a ta u  kesalahan h itung d a n /a ta u  
kekeliruan penerapan ketentuan  terten tu  dalam  peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Walikota a tau  Pejabat dapat:
a. m engurangkan atau  m enghapus sanksi adm inistratif 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
m enuru t pera tu ran  perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam  hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak a tau  bukan karena kesalahannya;

b. m engurangkan atau  m em batalkan SKPD, STPD,SKPDN 
atau  SKPDLB yang tidak benar;

c. m engurangkan a tau  m em batalkan STPD;
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d. m em batalkan hasil pem eriksaan a tau  ketetapan pajak yang 
dilaksanakan atau  diterbitkan tidak sesuai dengan ta ta  
cara yang ditentukan; dan

e. m engurangkan ketetapan pajak teru tang  berdasarkan 
pertim bangan kem am puan me mb ay ar Wajib Pajak atau 
kondisi terten tu  objek pajak.

(3) Walikota a tau  Pejabat dalam  jangka w aktu paling lam a 3 (tiga) 
bulan  sejak tanggal su ra t perm ohonan pem betulan diterima, 
h a ru s  m em berikan keputusan  a tas perm ohonan pem betulan 
yang diajukan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) 
terlam paui Walikota a tau  Pejabat tidak m em berikan suatu  
keputusan , perm ohonan pem betulan yang diajukan dianggap 
dikabulkan.

(5) Apabila dim inta oleh Wajib Pajak, Walikota a tau  Pejabat wajib 
m em berikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar u n tu k  menolak atau  m engabulkan sebagian 
perm ohonan Wajib Pajak.

(6) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara pengurangan atau  
penghapusan  sanksi adm inistratif dan pengurangan atau  
pem batalan ketetapan pajak sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (2) d iatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

(1) Atas kelebihan pem bayaran pajak, Wajib Pajak dapat 
m engajukan perm ohonan pengembalian kepada Walikota atau 
Pejabat.

(2) W alikota atau  Pejabat dalam  jangka w aktu 12 (dua belas) 
bulan, sejak diterim anya perm ohonan pengembalian 
kelebihan pem bayaran pajak sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1), h a ru s  m emberikan keputusan.

(3) Apabila jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) 
telah dilam paui dan Walikota atau  Pejabat tidak m emberikan 
suatu  keputusan , perm ohonan pengem balian kelebihan
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pem bayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus 
diterbitkan dalam  jangka w aktu 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mem punyai u tang  pajak lainnya, 
kelebihan pem bayaran pajak sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) langsung diperhitungkan u n tu k  m elunasi terlebih 
dahulu  u tang  pajak tersebut.

(5) Apabila kelebihan pem bayaran pajak diperhitungkan dengan 
u tang  pajak lainnya sebagaim ana dim aksud pada ayat (4), 
pem bayarannya dilakukan dengan cara pem indahbukuan dan 
bukti pem indahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pem bayaran.

(6) Pengembalian kelebihan pem bayaran pajak sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) dilakukan dalam  jangka w aktu paling 
lam a 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pem bayaran pajak 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) d iatur dengan Peraturan 
Walikota.

BAB XIV

HAK MENDAHULU 

Pasal 36

(1) Pem erintah Kota mempunyai hak  m endahulu  u n tu k  utang 
pajak a tas barang-barang milik Wajib Pajak a tau  Penanggung 
Pajak.

(2) K etentuan tentang hak m endahulu sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi adm inistrasi 
berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak.

(3) Hak M endahulu u n tu k  u tang  pajak melebihi segala hak 
m endahulu  lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu  
penghukum an u n tu k  melelang su a tu  barang bergerak 
d a n /a ta u  barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan u n tu k  m enyelam atkan barang 
dim aksud; d a n /a ta u

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan 
penyelesaian suatu  warisan.
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(4) Hak m endahulu hilang setelah m elam paui w aktu 5 (lima) 
tah u n  sejak tanggal diterbitkan SKPD, STPD, Surat 
K eputusan Keberatan, Surat K eputusan Pem betulan, a tau  
P u tusan  Banding yang m enyebabkan jum lah  pajak yang 
h a ru s  dibayar bertam bah.

(5) Perhitungan jangka w aktu hak  m endahulu ditetapkan sebagai 
berikut:

a. dalam  hal Surat Paksa u n tu k  mem bayar diberitahukan 
secara resmi m aka jangka w aktu 5 (lima) tahun  
sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) dihitung sejak 
pem beritahuan Surat paksa.

b. dalam  hal diberikan penundaan  pem bayaran atau  
persetu juan  m engangsur pem bayaran m aka jangka waktu 
5 (lima) tah u n  tersebut dihitung sejak batas akhir 
penundaan  diberikan.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang m elakukan u sah a  dengan omzet paling 
sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ra tu s  ju ta  rupiah) per tah u n  
wajib menyelenggarakan pem bukuan a tau  pencatatan.

(2) Pem bukuan atau  pencatatan tersebut h aru s  diselenggarakan 
dengan m em perhatikan itikad baik dan m encerm inkan 
keadaan a tau  kegiatan u sah a  yang sebenarnya.

(3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan  besaran  omzet serta  ta ta  
cara  pem bukuan atau  pencatatan  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) d iatur dalam  Peraturan  Walikota.

Pasal 38

(1) W alikota a tau  Pejabat berwenang m elakukan pem eriksaan 
u n tu k  menguji kepatuhan  pem enuhan kewajiban perpajakan 
Wajib Pajak dan u n tu k  tu juan  lain dalam  rangka 
m elaksanakan ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan 
perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
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a. m em perlihatkan d a n /a ta u  m em injam kan buku  atau  
catatan, dokum en yang menjadi dasarnya, dan dokum en 
lain yang berhubungan dengan penghasilan/om zet yang 
diperoleh, a tau  objek pajak yang terutang;

b. m em berikan kesem patan u n tu k  m em asuki tem pat a tau  
ruangan  yang dipandang perlu dan  memberi ban tuan  guna 
kelancaran pem eriksaan; d a n /a ta u

c. m em berikan keterangan lain yang diperlukan.

(3) Buku, catatan, a tau  dokumen, data, informasi dan keterangan 
lain sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh 
Wajib Pajak paling lam a 14 (empat belas) hari kalender sejak 
perm intaan disam paikan.

(4) Apabila dalam  m engungkapkan pem bukuan, pencatatan, a tau  
dokum en serta  keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak 
terikat oleh su a tu  kewajiban u n tu k  m erahasiakannya, m aka 
kewajiban u n tu k  m erahasiakan itu  ditiadakan oleh 
perm intaan u n tu k  keperluan pem eriksaan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1).

(5) U ntuk keperluan pem eriksaan, petugas pem eriksa harus 
memiliki tanda  pengenal pem eriksa dan dilengkapi dengan 
S urat Perintah Pem eriksaan serta m em perlihatkannya kepada 
Wajib Pajak yang diperiksa.

(6) K etentuan lebih lanjut mengenai ta ta  cara pem eriksaan pajak 
d ia tu r dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

(1) Hasil pem eriksaan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 38 
ayat (1) dituangkan ke dalam  Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Terhadap tem uan dalam pem eriksaan yang tidak a tau  tidak 
seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pem bahasan 
akhir hasil pemeriksaan.

(3) Hasil pem bahasan akhir hasil pem eriksaan sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2), d ibuatkan Berita Acara yang 
ditandatangani oleh petugas Pem eriksa dan Wajib Pajak yang 
bersangkutan.

(4) B erdasarkan Berita Acara sebagaim ana dim aksud pada ayat
(3) dan laporan hasil pem eriksaan sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD, SKPDN atau  STPD.
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Pasal 40

(1) Walikota a tau  Pejabat berwenang m elakukan penyegelan 
tem pat a tau  ruangan terten tu  serta  barang bergerak d a n /a ta u  
tidak bergerak apabila:

a. Wajib Pajak tidak m em enuhi kewajiban sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 38 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

b. Wajib Pajak m em perlihatkan pem bukuan, pencatatan  atau 
dokum en lain yang palsu atau  dipalsukan.

(2) Tata cara penyegelan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
d ia tu r dalam  Peraturan Walikota.

BAB XVI

INSTANSI PEMUNGUT 

Pasal 41

Instansi yang m elaksanakan pem ungutan pajak adalah Dinas 
Pendapatan Daerah atau  instansi lainnya sesuai ketentuan  
pera tu ran  perundang-undangan.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 42

(1) Instansi yang m elaksanakan pem ungutan pajak daerah dapat 
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pem berian dan pem anfaatan insentif dilaksanakan 
berdasarkan  ketentuan  pera tu ran  perundang-undangan yang 
berlaku.
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KETENTUAN KHUSUS 

Pasal 43

(1) Setiap pejabat dilarang m em beritahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu  yang diketahui a tau  diberitahukan kepadanya 
oleh Wajib Pajak dalam  rangka jab a tan  a tau  pekerjaannya 
u n tu k  m enjalankan ketentuan  pera tu ran  perundang- 
undangan  perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota u n tuk  
m em bantu dalam  pelaksanaan keten tuan  peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari keten tuan  sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli 

dalam  sidang pengadilan;

b. Pejabat d a n /a ta u  tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota 
u n tu k  m em berikan keterangan kepada pejabat lembaga 
negara a tau  instansi Pem erintah yang berwenang 
m elakukan pem eriksaan dalam  bidang keuangan daerah.

(4) U ntuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin 
tertulis kepada pejabat sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dan tenaga ahli sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), agar 
m em berikan keterangan, m em perlihatkan buku  tertulis dari 
a tau  tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) U ntuk kepentingan pem eriksaan di pengadilan dalam  perkara 
p idana atau  perdata, atas perm intaan hakim  sesuai dengan 
H ukum  Acara Pidana dan H ukum  Acara Perdata, Walikota 
dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2), agar m em berikan dan 
m em perlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajb Pajak 
yang ada padanya.

(6) Perm intaan hakim  sebagaim ana dim aksud pada ayat (5) harus 
m enyebutkan nam a tersangka a tau  nam a tergugat, 
keterangan yang diminta, serta  kaitan an ta ra  perkara pidana 
a tau  perdata  yang bersangkutan dengan keterangan yang 
diminta.

BAB XVIII
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BAB XIX

KETENTUAN SANKSI 

Bagian Kesatu 

Sanksi Adm inistratif

Paragraf 1 

Wajib Pajak

Pasal 44

(1) Penerapan sanksi adm inistrasi perpajakan daerah  bagi wajib 
pajak dalam  hal:

a. SKPD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 13 ayat (2) yang 
tidak a tau  kurang dibayar setelah m elam paui jangka waktu 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 14 ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan 
ditagih melalui STPD;

b. pem bayaran pajak yang terutang dengan angsuran  dan 
penundaan  pem bayaran sebagaim ana dim aksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

c. diterbitkan STPD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 16 
ayat (1) h u ru f a  , dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan u n tu k  paling lam a 15 (lima belas) 
bulan sejak saa t terutangnya pajak;

d. pengajuan keberatan ditolak a tau  dikabulkan sebagian 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 29 ayat (2), dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar 50% (lima pu luh  persen) dari 
jum lah  pajak berdasarkan kepu tusan  keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum  pengajuan 
keberatan;

e. perm ohonan banding ditolak a tau  dikabulkan sebagian 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 30 ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 
jum lah  pajak berdasarkan Pu tusan  Banding dikurangi 
pem bayaran pajak yang telah dibayar sebelum  pengajuan 
keberatan;
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(2) Sanksi denda sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f d 
tidak dikenakan jika Wajib Pajak m engajukan perm ohonan 
banding.

Pasal 45

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja:

a. tidak mengisi SPOPD dengan benar, jelas dan lengkap 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 8 ayat (2);

b. m enolak u n tu k  dilakukan pem eriksaan sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3).

c. m em perlihatkan pem bukuan, pencatatan, a tau  dokum en lain 
yang palsu  seolah-olah benar, a tau  tidak m enggam barkan 
keadaan yang sebenarnya;

d. tidak m em perlihatkan atau  tidak m em injam kan buku, 
catatan , a tau  dokum en yang menjadi dasar pem bukuan atau  
pencatatan  dan dokum en lain term asuk hasil pengolahan data 
dari pem bukuan yang dikelola secara elektronik atau 
diselenggarakan secara program aplikasi on-line-,

dikenakan sanksi adm inistratif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Instansi Pemungut Pajak 

Pasal 46

(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau  perm ohonan banding 
dikabulkan sebagian atau  seluruhnya, Instansi pem ungut 
pajak wajib mengembalikan kelebihan pem bayaran pajak 
dengan ditam bah im balan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan u n tu k  paling lam a 24 (dua pu luh  empat) bulan.

(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pem bayaran pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pem ungut 
pajak m em berikan im balan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlam batan pem bayaran kelebihan 
pem bayaran pajak.

(3) Im balan bunga sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dihitung 
sejak bulan pelunasan sam pai dengan diterbitkannya 
SKPDLB.
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Bagian Kedua 

Sanksi Pidana

Pasal 47

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak m enyam paikan 
dokum en atau  mengisi dengan tidak benar a tau  tidak lengkap 
a tau  m elam pirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
m erugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan  paling lama 1 (satu) tah u n  a tau  denda paling 
banyak 2 (dua) kali jum lah  pajak teru tang  yang tidak a tau  
kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak m enyam paikan 
dokum en a tau  mengisi dengan tidak benar a tau  tidak lengkap 
a tau  m elam pirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
m erugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
penjara paling lam a 2 (dua) tah u n  a tau  denda paling banyak 4 
(empat) kali jum lah pajak teru tang  yang tidak a tau  kurang 
dibayar.

Pasal 48

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak d itu n tu t setelah
m elam paui jangka w aktu 5 (lima) tah u n  sejak saa t terutangnya
pajak a tau  berakhim ya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 49

(1) Pejabat a tau  tenaga ahli yang d itunjuk  oleh Walikota yang 
karena kealpaannya tidak m em enuhi kewajiban m erahasiakan 
hal sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 43 ayat (1) dan ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam a 1 (satu) 
tah u n  dan  pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 
(empat ju ta  rupiah).

(2) Pejabat a tau  tenaga ahli yang d itunjuk  oleh Walikota yang 
dengan sengaja tidak m em enuhi kewajiban a tau  seseorang 
yang m enyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lam a 2 (dua) tahun  
dan  p idana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
ju ta  rupiah).

(3) P enun tu tan  terhadap tindak pidana sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan a tas pengaduan 
orang yang kerahasiaannya dilanggar.
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(4) T un tu tan  pidana sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah m enyangkut 
kepentingan pribadi seseorang a tau  B adan selaku Wajib Pajak, 
karena itu  dijadikan tindak p idana pengaduan.

Pasal 50

D enda sebagaim ana dim aksud Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) dan
(2) m erupakan penerim aan negara.

Pasal 51

(1) Petugas pajak a tau  seseorang yang bekerja di lingkungan 
Pem erintah Kota yang dengan m aksud m enguntungkan diri 
sendiri a tau  orang lain secara melawan hukum  dengan 
m enyalahgunakan kekuasaan  a tau  tugas pokok dan 
fungsinya m em aksa Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak 
u n tu k  m em berikan sesuatu , u n tu k  m em bayar a tau  m enerim a 
pem bayaran, a tau  m engerjakan sesuatu  bagi dirinya sendiri 
d a n /a ta u  orang lain, sehingga m erugikan keuangan daerah 
diancam  dengan pidana sebagaim ana dim aksud dal am 
pera tu ran  perundang-undangan tindak pidana korupsi.

(2) Petugas pajak yang dalam m elaksanakan tugasnya terbukti 
m elakukan pem erasan dan pengancam an kepada Wajib Pajak 
a tau  Penanggung Pajak dengan m aksud m enguntungkan diri 
sendiri d a n /a ta u  orang lain secara melawan hukum , 
dikenakan sanksi berdasarkan  ke ten tuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX 

PENYIDIKAN

Pasal 52

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil te rten tu  di lingkungan 
Pem erintah Kota diberi wewenang kh u su s  sebagai penyidik 
u n tu k  m elakukan penyidikan tindak p idana di bidang 
perpajakan daerah, sebagaim ana dim aksud dalam  Undang- 
Undang Hukum  Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil terten tu  di lingkungan Pem erintah Kota 
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
keten tuan  pera turan  perundang-undangan.

36



(3) Wewenang penyidik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
adalah:
a. menerima, mencari, m engum pulkan, dan meneliti 

keterangan atau  laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah agar keterangan a tau  laporan 
tersebu t menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan m engum pulkan keterangan 
m engenai orang pribadi a tau  badan tentang kebenaran 
perbuatan  yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
p idana perpajakan daerah;

c. m em inta keterangan dan bah an  bukti dari orang pribadi 
a tau  badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah;

d. m em eriksa buku, catatan, dan dokum en lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. m elakukan penggeledahan u n tu k  m endapatkan bah an 
bukti pem bukuan, pencatatan, dan dokum en lain, serta 
m elakukan penyitaan terhadap bahan  bukti tersebut;

f. m em inta ban tuan  tenaga ahli dalam  rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah;

g. m enyuruh berhenti d a n /a ta u  m elarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau  tem pat pada saa t pem eriksaan 
sedang berlangsung dan m em eriksa identitas orang, benda, 
d a n /a ta u  dokum en yang dibawa;

h. memo tret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah;

i. memanggil orang u n tu k  didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka a tau  saksi;

j. m enghentikan penyidikan; d a n /a ta u
k. m elakukan tindakan lain yang perlu u n tu k  kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 
sesuai dengan ketentuan pera tu ran  perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m em beritahukan 
dim ulainya penyidikan dan m enyam paikan hasil penyidikannya 
kepada P enuntu t Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan keten tuan  yang d ia tu r dalam 
Undang-Undang H ukum  Acara Pidana.
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P a s a l  5 3

(1) U ntuk kepentingan penerim aan daerah, a tas  perm intaan 
Walikota, penyidik dapat m enghentikan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah paling lam a dalam  jangka 
w aktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal su ra t perm intaan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) hanya dilakukan 
setelah Wajib Pajak m elunasi u tang  pajak yang tidak atau  
kurang dibayar dan ditam bah dengan sanksi adm inistratif 
berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jum lah  pajak yang 
tidak a tau  kurang dibayar atau  yang tidak seharusnya 
dikembalikan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54

Pada saa t Peraturan  Daerah ini berlaku, Peraturan D aerah Kota 
Balikpapan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame, m asih 
tetap m erupakan pajak yang teru tang  dan dapat ditagih selam a 
jangka w aktu 5 (lima) tah u n  terhitung sejak saa t terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 55

Pada saat pera tu ran  daerah ini mulai berlaku, m aka Peraturan 
D aerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak 
Reklame (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 
2 Seri A Nomor 02 Tanggal 26 April 2000) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum  cukup diatur dalam  Peraturan D aerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan  d ia tu r lebih lanjut 
dengan a tau  berdasarkan  Peraturan Walikota.
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P asal 5 7

Peraturan  Daerah ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem patannya 
dalam  Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

D itetapkan di : Balikpapan 
pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

D iundangkan di Balikpapan IMDAAD HAMID
pada tanggal : 23 Desember 2010

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 7 
SERI B NOMOR 7 TANGGAL 23 DESEMBER 2010
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAE RAH KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

1. Pajak D aerah adalah salah satu  sum ber pendanaan  yang sangat penting 
bagi D aerah dalam  rangka penyelenggaraan pem erintahan dan 
pem bangunan Daerah. U ntuk itu, sejalan dengan tu juan  otonomi Daerah 
yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke w aktu h a ru s  senan tiasa  
ditingkatkan. Hal ini dim aksudkan agar peranan  D aerah dalam 
m em enuhi kebu tuhan  Daerah khususnya dalam hal penyediaan 
pelayanan kepada m asyarakat dapat sem akin meningkat.

2. Peraturan  Daerah ini m erupakan pengaturan kembali dan  sebagai 
pengganti serta  penyem pum aan Peraturan D aerah Kota Balikpapan 
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota 
Balikpapan Tahun 2000 Nomor 2 Seri A Nomor 02 Tanggal 26 April 
2 0 0 0 ) .

3. Penyem pum aan dan pengaturan kembali Pajak Reklame dalam  Peraturan 
D aerah ini selain dim aksudkan dalam upaya m eningkatkan pelayanan 
dan pendapatan  daerah dari jen is Pajak Reklame yang m erupakan salah 
sa tu  sum ber pendapatan  daerah yang cukup potensial, juga  dalam 
rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang m engam anatkan 
pem ungutan Pajak Reklame dan kenaikan tarif pajak sehingga 
d iharapkan dapat menjadi penguat dalam m enunjang pem biayaan 
penyelenggaraan pem erintahan dan pem bangunan di Kota Balikpapan.

4. Sistem, m ekanism e, dan ta ta  cara pelaksanaan hak  dan kewajiban 
perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan  corak dalam perubahan  
pera tu ran  daerah ini dengan m enganut sistem  official assessm ent. 
Perubahan tersebut bertu juan  u n tu k  lebih m em berikan keadilan, 
m eningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, m eningkatkan kepastian 
dan penegakan hukum , serta m engantisipasi kem ajuan di bidang 
teknologi informasi. Selain itu, perubahan  tersebut juga  dim aksudkan 
u n tu k  m eningkatkan profesionalisme aparatu r perpajakan daerah,
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m eningkatkan keterbukaan adm inistrasi perpajakan daerah, dan 
m eningkatkan kepatuhan  Wajib Pajak dal am m em enuhi kewajiban 
perpaj akannya.

5. Sejalan dengan harapan  peningkatan pelayanan m asyarakat Wajib Pajak, 
wewenang Walikota yang bersifat teknis adm inistratif dapat dilim pahkan 
kepada baw ahannya, dalam  hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Balikpapan, agar pelaksanaan adm inistrasi yang terlalu 
m em bebani m asyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari.

6. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan 
kepastian hukum , arah  dan tu juan  penyusunan Peraturan  D aerah ini 
m engacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

a. m eningkatkan efisiensi pem ungutan pajak dalam  rangka m endukung 
penerim aan daerah;

b. m eningkatkan pelayanan, kepastian hukum  dan keadilan bagi 
m asyarakat Wajib Pajak;

c. m enyesuaikan tu n tu tan  perkem bangan sosial ekonomi m asyarakat 
Wajib Pajak serta  perkem bangan di bidang teknologi informasi;

d. m eningkatkan keseim bangan an tara  hak  dan  kewajiban perpajakan 
m asyarakat Wajib Pajak, dan m enunjang u sah a  terciptanya aparat 
perpajakan daerah yang m akin mam pu dan bersih.

e. m enyerderhanakan prosedur adm inistrasi perpajakan daerah;

f. m enuju kem andirian dalam pem biayaan daerah  dan pembiayaan 
pem bangunan yang sum ber utam anya berasal dari penerim aan pajak 
daerah;

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebu t d iharapkan dapat 
m eningkatkan penerim aan daerah seiring sem akin m eningkatnya 
kepatuhan  sukarela Wajib Pajak dalam  m em enuhi kewajiban 
perpajakannya dan membaiknya iklim u sah a  ke arah  yang lebih kondusif 
dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Dalam pasal ini m em uat pengertian atau  istilah yang bersifat teknis dan 
sudah  baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah yang 
dim aksudkan u n tu k  mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam 
penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat m em berikan kem udahan
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dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam  m elaksanakan sepenuhnya 
kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ay a t (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
h u ru f a

Pengertian papan adalah apabila sesuatu  reklame 
ditem pelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu  
alat a tau  benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan 
sebagainya, m aka term asuk reklame papan.

h u ru f b
Term asuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk 
bendera, tenda, krey, um bul-um bul yang te rbuat dari kain, 
karet, karung dan sejenisnya.

h u ru f c
Cukup jelas.

h u ru f d
Cukup jelas.

h u ru f e
Cukup jelas.

h u ru f f
Cukup jelas

h u ru f g
Yang dim aksud dengan reklame u d ara  adalah reklame yang 
diselenggarakan di ud ara  dengan m enggunakan gas, laser, 
cahaya, pesaw at u d ara  atau  alat lain yang sejenis.

M enggunakan gas adalah reklame yang m engudara dengan 
bahan  gas a tau  balon tanpa  gas.

M enggunakan laser a tau  cahaya adalah reklame yang dalam 
ekspresinya melalui pancaran  sinar laser a tau  cahaya yang 
diarahkan ke su a tu  kaw asan tertentu.

M enggunakan pesawat ud ara  adalah reklame yang 
d ipertunjukan dengan ditarik oleh pesaw at udara.
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h u ru f h
Cukup jelas

h u ru f i
Cukup jelas.

h u ru f j
Term asuk dalam pengertian reklame slide a tau  reklame film 
adalah reklame yang diselenggarakan dengan m enggunakan 
slide a tau  alat kom puter a tau  dengan cara lain yang sejenis.

h u ru f k
Cukup jelas.

Ayat (3)
h u ru f a

Cukup jelas.

h u ru f b
Cukup jelas.

h u ru f c
Pengertian reklame nam a pengenal u sa h a  a tau  profesi adalah 
reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang 
sendiri oleh pemilik u sah a  a tau  seseorang yang sem ata-m ata 
sebagai pengenalan profesinya, dengan keten tuan  luasnya 
tidak melebihi 0,25 m2.

Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan u sah a  atau 
profesi didompleng dengan reklame lainnya yang bertujuan 
u n tu k  pengenalan sesuatu  produk, m isalnya produk m inum an 
A, m aka term asuk  ke dalam objek pajak reklame.

(untuk profesi >> dikecualikan, sesuai ke ten tuan  yang diatur 
pera tu ran  perundang-undangan)

h u ru f d
Pengecualian Pem erintah atau  Pem erintah D aerah dalam  hal 
ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh 
B adan U saha Milik Negara dan Badan U saha Milik Daerah.

h u ru f e
Cukup jelas.
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h u ru f f
Yang dim aksud dengan reklame yang diselenggarakan Partai 
Politik d a n /a ta u  Organisasi K em asyarakatan adalah 
penyelenggaraan reklame yang tidak bertu juan  komersial dan 
tan p a  sponsor.

Pasal 4
Ay a t (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Wajib Pajak dim aksud adalah orang pribadi a tau  badan yang 
menyelenggarakan reklame u n tu k  dim anfaatkan bagi kepentingan 
sendiri.

Ayat (4)
Wajib Pajak dim aksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan 
reklame, m isalnya perusahaan  ja sa  periklanan.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ay a t (1)

Fungsi SPOPD adalah sarana  u n tu k  m elaporkan dan 
m em pertanggungjawabkan penghitungan jum lah  pajak yang 
sebenarnya terutang.
Yang dim aksud dengan mengisi SPOPD adalah mengisi formulir 
SPOPD, dalam  bentuk kertas d a n /a ta u  dalam  bentuk  elektronik, 
dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk  pengisian 
yang diberikan berdasarkan ketentuan  p era tu ran  perundang- 
undangan  perpajakan daerah.

Ayat (2)
Yang dim aksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi 
SPOPD adalah:

a. benar adalah benar dalam penghitungan, term asuk  benar dalam 
penerapan ketentuan pera turan  perundang-undangan 
perpajakan daerah, dalam  penulisan dan sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya;

b. lengkap adalah m em uat sem ua u n su r-u n su r yang berkaitan 
dengan objek paiak dan u n su r-u n su r lain yang h a ru s  dilaporkan 
dalam  SPOPD; dan

c. jelas adalah m elaporkan asal u su l a tau  sum ber dari objek pajak 
dan  u n su r-u n su r lain yang harus dilaporkan dalam  SPOPD.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
sejalan dengan tu n tu tan  perkem bangan teknologi informasi, perlu 
cara lain bagi Wajib Pajak u n tu k  m em enuhi kewajiban 
m enyam paikan SPOPD, m isalnya disam paikan secara elektronik.

Ayat (6)
K etentuan ayat ini m engatur tentang batas w aktu penyam paian 
SPOPD yang dianggap cukup mem adai bagi Wajib Pajak u n tuk
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m em persiapkan segala sesuatu  yang berhubungan dengan 
pelaporan dan pem bayaran pajak serta  penyelesaian 
pem bukuannya.

Pelaporan SPOPD, pem bayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
ditetapkan dengan tidak m elampaui 15 (lima belas) hari setelah saat 
terutangnya pajak a tau  berakhirnya m asa pajak. Keterlam batan 
dalam  pem bayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai 
sanksi adm inistratif sesuai dengan ketentuan  p era tu ran  perundang- 
undangan  perpajakan daerah.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Dalam rangka pem binaan terhadap Wajib Pajak yang sam pai 
dengan batas w aktu yang telah diten tukan ternyata tidak 
m enyam paikan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Daerah, a tau  
tidak m em bayar pajak yang terutang dalam  SKPD, m aka kepada 
Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan S urat Teguran.

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10 
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan 1 (satu) bulan adalah jum lah  hari dalam 
bulan kalender yang bersangkutan, m isalnya m ulai dari tanggal 21 
Ju li sam pai dengan 20 Agustus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.
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Pasal 13 
Ay a t (1)

Yang dim aksud dengan dilarang diborongkan adalah bahw a seluruh 
proses kegiatan pem ungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada 
pihak ketiga, nam un dim ungkinkan adanya kerjasam a dengan 
pihak ketiga dalam  rangka proses pem ungutan pajak, an ta ra  lain 
pencetakan formulir perpajakan, pengiriman su ra t-su ra t kepada 
wajib pajak a tau  penghim punan data  objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasam akan dengan pihak ketiga 
adalah kegiatan pem eriksaan/penungguan objek pajak, perhitungan 
besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan 
penagihan pajak.

Ayat (2)
Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu  ditetapkan 
oleh Walikota a tau  Pejabat melalui SKPD atau  dokum en lain yang 
dipersam akan.

Ayat (3)
Karcis dan no ta  perhitungan yang telah m endapatkan  pengesahan 
dari Dinas Pendapatan Daerah m erupakan alat bukti u n tuk  
m elakukan pem ungutan pajak yang berkekuatan hukum  sam a 
dengan SKPD.

Ayat (4)
D iperlukan sebagai pedoman kerja di dalam  penerbitan, pengisian 
dan penyam paian SKPD atau  dokum en lain yang dipersam akan, 
u n tu k  keseragam an di dalam tindakan ta ta  cara penerbitan, serta 
pem ungutan pajak.

Pasal 14 
Ayat (1)

Pem bayaran pajak yang terutang d itentukan dalam  batas w aktu 30 
(tiga puluh) hari sejak su ra t ketetapan pajak diterim a oleh Wajib 
Pajak.
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Pajak yang teru tang  berdasarkan SKPD h aru s  dilunasi selambat- 
lam batnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterim anya SKPD oleh Wajib 
Pajak.
Contoh:

Apabila SKPD diterim a oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret 2009, m aka 
ja tu h  tempo pem bayarannya adalah tanggal 31 Maret 2009.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15 
Ayat (1)

Kelonggaran m engangsur pajak yang teru tang  term asuk sanksi 
adm inistratif diberikan dengan berhati-hati u n tu k  paling banyak 5 
(lima) kali angsuran  dan ja tu h  tempo pelunasan  paling lam a 10 
(sepuluh) bulan.
Pem berian angsuran  h aru s  dituangkan dalam  S urat Perjanjian 
Persetujuan Angsuran di atas kertas berm aterai secukupnya dan 
menjadi dasar penerbitan K eputusan Walikota a tau  Pejabat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Atas perm ohonan Wajib Pajak, Walikota a tau  Pejabat dapat 
m em berikan persetu juan  u n tu k  m enunda pem bayaran pajak yang 
teru tang  term asuk kekurangan pem bayaran pajak yang m asih 
h a ru s  dibayar dan sanksi adm inistratif m eskipun tanggal ja tu h  
tempo telah ditentukan.
Penundaan pem bayaran pajak yang teru tang  term asuk  kekurangan 
pajak yang m asih h aru s  dibayar dan sanksi adm inistratif diberikan 
dengan berhati-hati u n tu k  paling lam a 12 (dua belas) bulan dan 
terbatas kepada Wajib Pajak yang benar-benar sedang mengalami 
kesulitan  likuiditas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
STPD m enuru t ayat ini disam akan kekuatan  hukum nya dengan 
SKPD, sehingga dalam  hal penagihannya dapat juga  dilakukan 
dengan Surat Paksa.

Pasal 17 
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian 
tindakan agar penanggung pajak m elunasi u tang  pajak dan biaya 
penagihan dengan menegur atau  m em peringatkan, m elaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, m em beritahukan su ra t paksa, 
m engusulkan pencegahan, m elaksanakan penyitaan, m elaksanakan 
penyanderaan, m enjual barang yang telah disita.

Ayat (2)
Yang dim aksud dengan su ra t lain yang sejenis adalah su ra t yang 
dipersam akan dengan su ra t teguran a tau  su ra t peringatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18 
Ayat (1)

Yang dim aksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah 
tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Ju ru s ita  Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa m enunggu tanggal ja tu h  tempo 
pem bayaran yang meliputi seluruh u tang  pajak dari sem ua jenis 
pajak, M asa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
S urat perin tah penagihan seketika dan sekaligus adalah su ra t yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan D aerah kepada petugas 
Ju ru s ita  u n tu k  m elakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.

S urat perin tah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan 
dasar u n tu k  m elakukan penagihan pajak dengan su ra t paksa.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Penagihan pajak dengan Surat Paksa d ilaksanakan apabila Wajib 
Pajak tidak m elunasi u tang  pajak sam pai dengan tanggal ja tu h  
tempo pem bayaran dan setelah jangka w aktu 21 (dua pu luh  satu) 
hari S urat Teguran a tau  su ra t peringatan a tau  su ra t lain yang 
sejenis diterim a oleh Wajib Pajak a tau  Wajib Pajak tidak m em enuhi 
angsuran  pem bayaran pajak a tau  penundaan  pem bayaran pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20 
Ayat (1)

Jan g k a  w aktu 2x24 (dua kali dua puluh  empat) jam  dim aksudkan 
u n tu k  memberi kesem patan kepada Wajib Pajak a tau  Penanggung 
Pajak m elunasi u tang  pajak sebagaim ana tercan tum  dalam  Surat 
Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
K ehadiran para  saksi dim aksudkan u n tu k  m eyakinkan bahwa 
pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan keten tuan  peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.
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Ayat (3)
Berita Acara Pelaksanaan Sita m erupakan pem beritahuan kepada 
Penanggung Pajak dan m asyarakat bahw a penguasaan  barang 
Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada 
Pejabat. Oleh karena itu, dalam  setiap penyitaan Ju ru s ita  Pajak 
h a ru s  m em buat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan 
lengkap yang sekurang-kurangnya m em buat hari dan tanggal, 
nomor, nam a Ju ru s ita  Pajak, nam a Penanggung Pajak, nam a dan 
jen is barang yang disita dan tem pat penyitaan.

Pasal 22
Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah u n tu k  memperoleh jam inan pelunasan 
u tang  pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan 
dapat d ilaksanakan terhadap sem ua barang Penanggung Pajak baik 
yang berada di tem pat tinggal, tem pat u saha , tem pat kedudukan 
Penanggung Pajak a tau  di tem pat lain yang penguasaannya di 
tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan m endahulukan 
barang bergerak, nam un dalam  hal keadaan terten tu  penyitaan 
dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa 
m elaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan 
terten tu , m isalnya Ju ru s ita  Pajak tidak m enjum pai barang bergerak 
yang dapat dijadikan objek sita, a tau  barang bergerak yang 
dijum painya tidak mempunyai nilai, a tau  harganya tidak memadai 
jika dibandingkan dengan u tang  pajak.

Yang dim aksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, 
m isalnya disewakan a tau  dipinjam kan, sedangkan yang dim aksud 
dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jam inan 
pelunasan  u tang  tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, 
digadaikan a tau  diagunkan.

Ayat (2)
Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang 
milik perusahaan . Akan tetapi apabila nilai barang tersebut tidak 
m encukupi a tau  barang milik perusahaan  tidak dapat ditem ukan 
a tau  karena kesulitan dalam  m elaksanakan penyitaan terhadap 
barang milik perusahaan  tidak m encukupi, m aka penyitaan dapat 
dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala 
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal a tau  
ketua  u n tu k  yayasan.
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Ayat (3)
Dalam m em perkirakan nilai barang yang disita, Ju ru s ita  Pajak 
h aru s  m em perhatikan jum lah dan jenis barang berdasarkan  harga 
w ajar sehingga Ju ru s ita  Pajak tidak dapat m elakukan penyitaan 
secara berlebihan. Dalam hal terten tu  Ju ru s ita  Pajak dim ungkinkan 
u n tu k  m em inta ban tuan  J a s a  Penilai.
Yang dim aksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya 
pelaksanaan  S urat Paksa, Surat Perintah M elaksanakan Penyitaan, 
Pengum um an Lelang, J a sa  Penilai dan  biaya lainnya sehubungan 
dengan penagihan pajak.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
K etentuan ini dim aksudkan agar Ju ru s ita  Pajak dapat m elaksanakan 
penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditem ukan 
a tau  diketahui kem udian apabila nilai barang yang telah disita 
terdahulu  tidak cukup u n tu k  mem bayar u tang  pajak dan biaya 
penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih 
dari sa tu  kali sam pai dengan jum lah yang cukup u n tu k  m elunasi u tang 
pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang m aupun  setelah lelang 
dilaksanakan.

Pasal 24 
Ayat (1)

M eskipun Wajib Pajak atau  Penanggung Pajak telah m elunasi u tang 
pajak tetapi belum m elunasi biaya penagihan pajak, penjualan 
secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat 
dilaksanakan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
h u ru f a

Cukup jelas.

h u ru f b
Pem indahbukuan objek sita yang tersim pan di bank berupa 
deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, a tau  
bentuk  lainnya yang dipersam akan dengan itu  dilaksanakan
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dengan mengacu kepada ketentuan  m engenai rahasia  bank 
sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

h u ru f c
Cukup jelas.

h u ru f d
Cukup jelas.

h u ru f e
Cukup jelas.

h u ru f f
Cukup jelas.

Ayat (5)
K etentuan ini dim aksudkan u n tu k  memberi kesem patan kepada 
Wajib Pajak atau  Penanggung Pajak m elunasi u tang  pajaknya 
sebelum  pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan.

Sesuai dengan ketentuan  dalam  peraturan  lelang, setiap penjualan 
secara lelang h aru s  didahului dengan pengum um an lelang.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersam a-sam a 
barang bergerak, pengum um an lelang dilakukan dua  kali u n tuk  
barang tidak bergerak, satu  kali bersam a-sam a barang bergerak 
pada pengum um an pertam a, sehingga penjualan barang bergerak 
dapat didahulukan.

Ayat (8)
Pengertian tidak harus dium um kan melalui m edia m assa  misalnya 
dengan selebaran a tau  pengum um an yang ditem pelkan di tem pat 
um um , m isalnya di Kantor K elurahan a tau  di papan  pengum um an 
kantor pejabat.

Pasal 25 
Ayat (1)

Atas dasar bahw a lelang m erupakan tindak lan ju t eksekusi dari 
S urat Paksa yang kedudukannya sam a dengan p u tu san  pengadilan 
yang telah mem punyai kekuatan  hukum  tetap, m aka sekalipun 
Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak m engajukan keberatan dan 
belum  memperoleh keputusan , lelang tetap dapat dilaksanakan.
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Ayat (2)
D ikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak 
atau  Penanggung Pajak kepada Pejabat, m aka Pejabat yang 
bersangkutan  mem punyai wewenang u n tu k  m enjual barang yang 
disita dim aksud. Mengingat Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak 
yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahw a barang 
yang disita akan  dijual secara lelang pada w aktu yang telah 
ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan w alaupun tanpa 
dihadiri oleh Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak.

Ayat (3)
Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak telah m elunasi u tang  pajak dan  biaya penagihan 
pajak. Namun, dalam  hal terdapat p u tu san  pengadilan yang 
m engabulkan gugatan pihak ketiga a tas kepem ilikan barang yang 
disita, a tau  p u tu san  Pengadilan Pajak yang m engabulkan gugatan 
Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak a tas pelaksanaan  penagihan 
pajak, a tau  barang sitaan  yang akan  dilelang m usnah  karena 
terbakar a tau  bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan 
w alaupun u tang  pajak dan biaya penagihan pajak belum  dilunasi.

Pasal 26 
Ayat (1)

Saat kedaluw arsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan u n tuk  
memberi kepastian hukum  kapan u tang  pajak tersebut tidak dapat 
ditagih lagi. Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tah u n  dihitung 
sejak STPD, SKPD, diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak m engajukan perm ohonan pem betulan, 
keberatan, banding atau  peninjauan kembali, kedaluwarsa 
penagihan pajak 5 (lima) tah u n  dihitung sejak tanggal penerbitan 
S urat K eputusan Pembetulan, Surat K eputusan Keberatan, 
P u tusan  Banding, a tau  Putusan  Peninjauan kembali.

Perhitungan kedaluw arsa penagihan pajak tersebut di a tas tidak 
dapat diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila m elakukan tindak 
p idana di bidang perpajakan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Perm ohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah harus m enjelaskan a lasan-alasan  penghapusan 
dan upaya-upaya yang telah dilakukan.
B erdasarkan perm ohonan penghapusan, Walikota dapat
m enetapkan penghapusan piutang pajak sam pai dengan Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan u n tu k
penghapusan piutang pajak di a tas Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) ditetapkan oleh Walikota setelah m endapat 
persetu juan  Dewan Perwakilan Rakyat D aerah Kota Balikpapan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28 
Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahw a jum lah  pajak dalam  surat 
ketetapan  pajak dan pemotongan a tau  pem ungutan tidak 
sebagaim ana mestinya, m aka Wajib Pajak dapat m engajukan 
keberatan hanya kepada Walikota atau  Pejabat yang m enerbitkan 
su ra t ketetapan pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai m ateri a tau  isi dari 
ketetapan  pajak dengan m em buat perhitungan jum lah  yang 
seharusnya dibayar m enurut perhitungan Wajib Pajak.

h u ru f a
Cukup jelas.

h u ru f b
Cukup jelas.

h u ru f c
Cukup jelas.

h u ru f d
Yang dim aksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi a tau  
badan  m enuru t Peraturan Daerah ini a tau  yang ditunjuk oleh
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W alikota a tau  Pejabat sebagai pemotong a tau  pem ungut 
pajak.

Ayat (2)
A lasan-alasan yang jelas disini bahw a Wajib Pajak dalam 
m engajukan keberatannya h aru s  disertai dengan da ta  a tau  bukti 
bahw a jum lah  pajak terutang a tau  pem otongan/pem ungutan pajak 
yang ditetapkan oleh Walikota a tau  Pejabat tidak secara benar.

B atas w aktu pengajuan su ra t keberatan d iten tukan dalam  waktu 3 
(tiga) bulan  sejak tanggal diterim a Wajib Pajak a tau  sejak tanggal 
pem otongan/pem ungutan pajak dengan m aksud agar Wajib Pajak 
m em punyai w aktu yang cukup m em adai u n tu k  m em persiapkan 
su ra t keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahw a batas w aktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force majeur), tenggang w aktu selam a 3 (tiga) bulan 
tersebu t m asih dapat dipertim bangkan u n tu k  diperpanjang oleh 
W alikota a tau  Pejabat.

Ayat (3)
K etentuan ini m engharuskan Wajib Pajak u n tu k  dapat 
m em buktikan a tas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan.

S urat Ketetapan Pajak secara jaba tan  (ex officio) diterbitkan karena 
Wajib Pajak tidak m enyam paikan Surat Pendaftaran Objek Pajak 
D aerah (SPOPD) m eskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila 
Wajib Pajak tidak dapat m em buktikan ketidakbenaran su ra t 
ketetapan  pajak secara jaba tan  m aka keberatannya ditolak.

Ayat (4)
K etentuan ini m engatur bahw a persyaratan pengajuan keberatan 
bagi Wajib Pajak adalah harus m elunasi terlebih dahulu  sejum lah 
kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak, dan 
pelunasan  tersebut harus dilakukan sebelum  Wajib Pajak 
m engajukan keberatan.

Ayat (5)
Perm ohonan keberatan yang tidak m em enuhi persyaratan 
sebagaim ana dim aksud dalam  pasal ini bukan  m erupakan su ra t 
keberatan, sehingga tidak dapat dipertim bangkan dan tidak 
diterbitkan S urat K eputusan Keberatan.
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Ayat (6)
K etentuan ini diperlukan dengan m aksud agar Wajib Pajak tidak 
m enghindar dari kewajiban u n tu k  mem bayar pajak yang telah 
ditetapkan dengan dalih m engajukan keberatan sehingga dapat 
dicegah terganggunya penerim aan daerah.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Agar Wajib Pajak dapat m enyusun keberatan dengan alasan  yang 
kuat, Wajib Pajak diberi hak u n tu k  m em inta dasar pengenaan 
pajak, pemotongan a tau  pem ungutan pajak yang telah ditetapkan. 
Oleh karena itu, Walikota atau  Pejabat berkewajiban u n tuk  
m em enuhi perm intaan tersebut.

Pasal 29 
Ayat (1)

Terhadap su ra t keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, 
kewenangan penyelesaian dalam  tingkat pertam a diberikan kepada 
W alikota a tau  Pejabat dengan ketentuan  ba tasan  w aktu 
penyelesaian keputusan  atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
paling lam a 12 (dua belas) bulan sejak tanggal su ra t keberatan 
diterima.

Dengan ditentukannya batas w aktu penyelesaian keputusan  atas 
keberatan tersebut, berarti akan diperoleh su a tu  kepastian  hukum  
bagi Wajib Pajak selain terlaksananya adm inistrasi perpajakan 
daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
K etentuan ini dim aksudkan bagi Wajib Pajak yang m engajukan 
banding, dim ana jangka w aktu pelunasan  pajak yang diajukan 
banding tertangguh sam pai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan  Banding. Penangguhan jangka w aktu pelunasan 
pajak m enyebabkan sanksi adm inistrasi berupa bunga tidak 
diberlakukan atas jum lah  pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 
Ayat (1)

K etentuan ini dim aksudkan u n tu k  m em berikan hak  kepada Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak u n tu k  m engajukan gugatan kepada 
Pengadilan Pajak dalam  hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak 
setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi 
pelaksanaan  S urat Paksa, S urat Perintah M elaksanakan Penyitaan 
a tau  Pengum um an Lelang.

Ayat (2)
Jan g k a  w aktu 14 (empat belas) hari u n tu k  m engajukan gugatan 
dianggap m em adai dan telah sesuai dengan ke ten tuan  yang diatur 
dalam  Pengadilan Pajak. Jangka  w aktu u n tu k  m engajukan gugatan 
terhadap S urat Paksa dihitung sejak pem beritahuan kepada Wajib 
Pajak/Penanggung Pajak, u n tu k  sita  dihitung sejak pem buatan 
Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan u n tu k  lelang dihitung sejak 
Pengum um an Lelang.
Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum  lewat 14 
(empat belas) hari sejak pengum um an lelang. Apabila dalam  jangka 
w aktu dim aksud Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak m engajukan 
gugatan m aka hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak u n tu k  
m enggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33 
Ayat (1)

Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok 
pajak yang m erupakan perkalian an ta ra  tarif pajak dengan dasar 
pengenaan pajak.
Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Walikota 
a tau  Pejabat berdasarkan alasan-alasan  yang dapat diterima, 
setinggi-tingginya 50% (lima puluh  persen) dari pokok pajak.

Contoh:

Pem berian pengurangan bagi kepentingan sosial dan  keagam aan 
yang tidak bersifat komersial.

Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan 
digunakan u n tu k  m enghitung besarnya pokok pajak. Wajib Pajak 
yang telah m endapat p u tusan  pem berian keringanan dasar 
pengenaan pajak u n tu k  suatu  ketetapan pajak, tidak dapat 
m engajukan perm ohonan u n tu k  m endapatkan pengurangan pokok 
pajak u n tu k  ketetapan yang sam a a tau  sebaliknya.
Pem berian keringanan yang dim aksud pada pasal ini berdasarkan 
pertim bangan Walikota atau  Pejabat pada su a tu  keadaan tertentu, 
yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh  persen) dari 
dasar pengenaan pajak atau  pokok pajak.

Pemberian persetu juan  angsuran  a tau  penundaan  pem bayaran 
pajak yang teru tang  kepada Wajib Pajak adalah m erupakan bagian 
dari Keringanan Pajak.

W alikota karena jabatannya dapat m em berikan pem bebasan pajak 
baik sebagian atau  seluruhnya kepada Wajib Pajak a tau  terhadap 
objek pajak terten tu  berdasarkan keadilan dan azas tim bal balik 
(reciprocitas).

Yang dim aksud dengan pem bebasan pajak berdasarkan  azas 
keadilan adalah ditujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi 
lemah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 34 
Ay a t (1)

Pem betulan m enurut ayat ini d ilaksanakan dalam  rangka 
m enjalankan tugas pem erintahan yang baik sehingga apabila 
terdapat kesalahan a tau  kekeliruan yang bersifat m anusiaw i perlu 
dibetulkan sebagaim ana mestinya. Sifat kesalahan  atau  kekeliruan 
tersebu t tidak m engandung persengketaan an ta ra  fiskus dengan 
Wajib Pajak.
Apabila ditem ukan kesalahan atau  kekeliruan baik oleh fiskus 
m aupun  berdasarkan  perm ohonan Wajib Pajak, kesalahan atau  
kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Ayat (2)
h u ru f a

Yang dim aksud dengan “kekhilafan Wajib Pajak” adalah 
keadaan Wajib Pajak secara sadar a tau  lupa a tau  dalam 
kondisi terten tu  sulit u n tu k  m enentukan pilihan dalam 
m em enuhi kewajiban perpajakan daerah.

h u ru f b
W alikota a tau  Pejabat karena jaba tannya  dan berlandaskan 
u n su r keadilan dapat m engurangkan a tau  m em batalkan 
SKPD, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalnya, 
Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena 
tidak m em enuhi persyaratan formal (m em asukkan su ra t 
perm ohonan keberatan a tau  pengurangan tidak pada 
waktunya) m eskipun pesyaratan m ateril terpenuhi.

h u ru f c
Cukup jelas

h u ru f d
Cukup jelas.

h u ru f e
Cukup jelas.

Ayat (3)
K etentuan ini memberikan penegasan ba tasan  w aktu bagi Walikota 
a tau  Pejabat u n tu k  m enerbitkan keputusan  pem betulan paling lama 
3 (tiga) bulan sejak perm ohonan diterima. Pem batasan waktu 
penerbitan Surat K eputusan Pem betulan diperlukan guna 
m endapatkan kepastian hukum  kepada Wajib Pajak atas 
penyelesaian perm ohonan yang diajukannya.
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Ayat (4)
Dalam hal batas w aktu 3 (tiga) bulan terlam paui, tetapi Walikota 
a tau  Pejabat belum m em berikan keputusan , perm ohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan.
Dengan dianggap dikabulkannya perm ohonan Wajib Pajak, Walikota 
a tau  Pejabat m enerbitkan Surat K eputusan Pem betulan sesuai 
dengan perm ohonan Wajib Pajak.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35 
Ayat (1)

U ntuk pengem balian kelebihan pem bayaran pajak, Wajib Pajak 
h aru s  m engajukan perm ohonan dengan m enyebutkan sekurang- 
kurangnya:
a. NPWPD;
b. m asa  pajak;
c. besarnya kelebihan pajak;
d. dokum en atau  keterangan yang menjadi dasar pem bayaran 

pajak;
e. perhitungan pajak m enuru t Wajib Pajak.

Perm ohonan pengem balian kelebihan pem bayaran pajak diproses 
setelah terlebih dahulu  dilakukan pem eriksaan kepada Wajib Pajak 
u n tu k  m engetahui kebenaran atas perm ohonan tersebut.

Ayat (2)
U ntuk m enjam in kepastian hukum  bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
adm inistrasi perpajakan daerah, batas w aktu penetapan keputusan  
pengem balian kelebihan pem bayaran pajak ditetapkan paling lama 
12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterim a perm ohonan.

Ayat (3)
Dalam hal batas w aktu 12 (dua belas) bulan terlam paui, tetapi 
Walikota a tau  Pejabat belum memberikan keputusan , perm ohonan 
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
Dengan dianggap dikabulkannya perm ohonan Wajib Pajak, Walikota 
a tau  Pejabat wajib m enerbitkan SKPDLB dalam  w aktu paling lama 
1 (satu) bulan setelah berakhirnya ba tas w aktu pemberian 
keputusan .
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 36 
Ayat (1)

K etentuan ini m enetapkan kedudukan Pem erintah Kota sebagai 
kreditur preferen yang dinyatakan m em punyai hak  m endahulu  atas 
barang-barang milik Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak yang akan 
dilelang di m uka um um . Pem bayaran kepada kreditur lain 
diselesaikan setelah u tang  pajak dilunasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38 
Ayat (1)

W alikota a tau  Pejabat dalam  rangka pengaw asan kepatuhan 
pem enuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang m elakukan 
pem eriksaan untuk:
a. menguji kepatuhan  pem enuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak;
b. tu ju an  lain dalam  rangka m elaksanakan keten tuan  peraturan  

perundang-undangan perpajakan daerah.
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Pem eriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau  
di tem pat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup 
pem eriksaannya dapat meliputi sa tu  jenis pajak, beberapa jenis 
pajak, a tau  seluruh jenis pajak, baik u n tu k  tah u n -tah u n  yang lalu 
m aupun  u n tu k  tah u n  berjalan.

Pelaksanaan pem eriksaan dalam rangka menguji pem enuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan m enelusuri 
kebenaran  da ta  SPOPD, pem enuhan kewajiban perpajakan lainnya 
dibandingkan dengan keadaan a tau  kegiatan penyelenggaraan 
reklame yang sebenarnya.

Ayat (2)
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaim ana dim aksud pada ayat ini d isesuaikan dengan tu juan  
dilakukannya pem eriksaan baik dalam  rangka menguji kepatuhan 
pem enuhan kewajiban perpajakan m aupun  u n tu k  tu juan  lain dalam 
rangka m elaksanakan ketentuan  pera turan  perundang-undangan 
perpajakan daerah.

B erdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki 
kewajiban m em berikan kesem patan kepada pem eriksa u n tuk  
m em asuki tem pat a tau  ruangan yang m erupakan tem pat 
penyim panan dokumen, uang, d a n /a ta u  barang yang dapat 
memberi petunjuk  tentang kegiatan penyelenggaraan reklame yang 
dilakukan Wajib Pajak.

Dalam hal petugas pem eriksa m em butuhkan keterangan lain selain 
dokum en, da ta  atau  informasi lainnya, Wajib Pajak harus 
m em berikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis 
d a n /a ta u  keterangan lisan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
U ntuk mencegah adanya dalih bahw a Wajib Pajak yang sedang 
diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga dokum en, serta 
keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan 
oleh Wajib Pajak, m aka ayat ini m enegaskan bahw a kewajiban 
m erahasiakan  itu  ditiadakan.

Ayat (5)
Pem eriksaan dilaksanakan oleh petugas pem eriksa yang jelas 
identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus 
m em iliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat
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Perintah Pemeriksaan, serta m em perlihatkannya kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. Petugas pem eriksa h a ru s  m enjelaskan tu juan  
dilakukannya pem eriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pem eriksa harus telah m endapatkan pendidikan teknis 
yang cukup dan  memiliki keteram pilan sebagai pemeriksa pajak. 
Dalam m enjalankan tugasnya, petugas pem eriksa h a ru s  bekerja 
dengan ju ju r, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan 
objektif serta  wajib m enghindarkan diri dari perbuatan  tercela.

Pendapat dan simpul petugas pem eriksa h a ru s  berlandaskan 
keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan perpajakan daerah.

Petugas pem eriksa harus m elakukan pem binaan kepada Wajib 
Pajak dalam  m em enuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 39 
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40 
Ayat (1)

Dalam pem eriksaan dapat ditem ukan adanya Wajib Pajak yang 
tidak m em enuhi ketentuan  yang diatur dalam  Pasal 38 ayat (2), ayat 
(3) dan ayat (4) yakni dengan tidak m em berikan kesem patan kepada 
pem eriksa u n tu k  m em asuki tem pat a tau  ruang yang dipandang 
perlu dan m em berikan ban tuan  guna kelancaran pem eriksaan. 
Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, 
Wajib Pajak tidak berada di tem pat a tau  sengaja tidak m emberikan 
kesem patan kepada pem eriksa u n tu k  m em asuki tem pat a tau  ruang 
yang dipandang perlu dan tidak memberi b an tu an  guna kelancaran 
pem eriksaan.
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Wajib Pajak yang pada saa t dilakukan pem eriksaan tidak memberi 
kesem patan kepada pem eriksa u n tu k  m em asuki tem pat, ruang, dan 
barang bergerak d a n /a ta u  tidak bergerak, serta  m engakses data 
yang dikelola secara elektronik a tau  tidak memberi ban tuan  guna 
kelancaran pem eriksaan dianggap m enghalangi pelaksanaan 
pem eriksaan.

Dalam hal demikian, u n tu k  memperoleh dokum en term asuk data 
yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang penyelenggaraan reklame yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, dipandang perlu memberi kewenangan kepada 
W alikota yang dilaksanakan oleh pem eriksa u n tu k  m elakukan 
penyegelan terhadap tem pat, ruang, dan barang bergerak d a n /a ta u  
tidak bergerak.

Penyegelan m erupakan upaya terakhir pem eriksa u n tuk  
memperoleh a tau  m engam ankan dokumen, term asuk data  yang 
dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang penyelenggaraan reklame yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, agar tidak dipindahkan, dihilangkan, 
d im usnahkan, diubah, dirusak, ditukar, a tau  dipalsukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Yang dim aksud dengan “Instansi yang m elaksanakan pem ungutan” 
adalah d inas/badan /lem baga  yang tugas pokok dan fungsinya 
m elaksanakan pem ungutan pajak daerah.

Pasal 42 
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Pem berian besarnya insentif dilakukan melalui pem bahasan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat D aerah yang membidangi m asalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43 
Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak m aupun  m ereka yang m elakukan 
tugas di bidang perpajakan daerah dilarang m engungkapkan
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kerahasiaan  Wajib Pajak yang m enyangkut m asalah perpajakan 
daerah, an ta ra  lain:

a. laporan keuangan, dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh Wajib 
Pajak;

b. d a ta  yang diperoleh dalam  rangka pelaksanaan pem eriksaan;

c. dokum en d a n /a ta u  data yang diperoleh dari p ihak ketiga yang 
bersifat rahasia;

d. dokum en d a n /a ta u  rahasia  Wajib Pajak sesuai dengan 
ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)
Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan , dan pengacara yang 
d itunjuk  oleh Walikota u n tu k  m em bantu pelaksanaan peraturan  
perundang-undangan perpajakan daerah adalah sam a dengan 
petugas pajak yang dilarang pula u n tu k  m engungkapkan 
kerahasiaan  Wajib Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1).

Ayat (3)
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak 
dan informasi yang bersifat um um  tentang perpajakan daerah.

Identitas Wajib Pajak meliputi:
a. Nama Wajib Pajak;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
d. Alamat kegiatan usaha;
e. Jen is  kegiatan u sah a  Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat um um  tentang perpajakan daerah  meliputi:
a. penerim aan pajak secara global;
b. penerim aan pajak per jenis pajak;
c. jum lah  Wajib Pajak yang terdaftar.
d. register perm ohonan Wajib Pajak;
e. tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)
U ntuk kepentingan daerah, m isalnya dalam  rangka penyidikan, 
penun tu tan , a tau  dalam rangka m engadakan kerjasam a dengan 
Instansi Pem erintah Provinsi/K abupaten/K ota lain, keterangan atau  
bukti tertulis dari a tau  tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau  
diperlihatkan kepada pihak terten tu  yang d itunjuk  oleh Walikota. 
Dalam su ra t izin yang diterbitkan oleh Walikota h a ru s  dicantum kan 
nam a Wajib Pajak, nam a pihak yang ditunjuk, dan nam a pejabat, 
ahli, a tau  tenaga ahli yang diizinkan u n tu k  m em berikan keterangan
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atau  m em perlihatkan bukti tertulis dari a tau  tentang Wajib Pajak. 
Pem berian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam  hal-hal 
yang dipandang perlu oleh Walikota.

Ayat (5)
U ntuk m elaksanakan pem eriksaan pada sidang pengadilan dalam 
perkara pidana atau  perdata yang berhubungan dengan m asalah 
perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Walikota 
m em berikan izin pem bebasan a tas kewajiban kerahasiaan  kepada 
pejabat pajak dan para ahli sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) a tas perm intaan tertulis hakim  ketua  sidang.

Ayat (6)
K etentuan ayat ini m erupakan pem batasan dan penegasan bahwa 
keterangan perpajakan daerah yang dim inta hanya mengenai 
perkara pidana a tau  perdata tentang perbuatan  a tau  peristiwa yang 
m enyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada 
tersangka yang bersangkutan.

Pasal 44
K etentuan pasal ini m engatur pengenaan sanksi adm inistrasi berupa 
denda, dengan m aksud u n tu k  kepentingan tertib adm inistrasi 
perpajakan daerah dan m eningkatkan kepatuhan  Wajib Pajak dalam 
m em enuhi kewajiban perpajakannya.
Ayat (1)

h u ru f a
Pem bayaran atau  penyetoran pajak yang teru tang  melampaui 
batas w aktu yang d itentukan dalam  Pasal 14 ayat (1), 
dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung m ulai dari 
berakhirnya batas waktu tersebut sam pai dengan pem bayaran 
a tau  penyetoran pajak, dan bagian dari bu lan  dihitung penuh 
1 (satu) bulan.

h u ru f b
Ayat ini m engatur pengenaan sanksi adm inistrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang 
diperbolehkan m engangsur dan m enunda pem bayaran pajak.

Contoh:

a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan 
dalam  su ra t ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang 
diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir 
pelunasan  tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut 
diperbolehkan u n tu k  m engangsur pem bayaran dalam 
jangka w aktu 5 (lima) bulan dengan jum lah  yang tetap
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sebesar Rp 700.000,00. Sanksi adm inistrasi berupa bunga 
u n tu k  setiap angsuran  dihitung sebagai berikut:

- angsuran  ke-1 : 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 70.000,00
- angsuran  ke-2 : 2% x Rp 2.800.000,00 = Rp 56.000,00
- angsuran  ke-3 : 2% x Rp 2.100.000,00 = Rp 42.000,00
- angsuran  ke-4 : 2% x Rp 1.400.000,00 = Rp 28.000,00
- angsuran  ke-5 : 2% x Rp 700.000,00 = Rp 14.000,00

b. Wajib Pajak sebagaim ana dim aksud dalam  h u ru f a 
diperbolehkan u n tu k  m enunda pem bayaran pajak sampai 
dengan tanggal 30 Agustus 2010.
Sanksi adm inistratif berupa bunga a tas penundaan 
pem bayaran su ra t ketetapan pajak tersebut sebesar 5 x 2% 
x Rp 3.500.000,00 = Rp 350.000,00.

h u ru f c
M erupakan ketentuan  yang m engatur pengenaan sanksi 
adm inistrasi berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena 
pajak tah u n  berjalan tidak a tau  kurang dibayar;

h u ru f d
Dalam hal keberatan ditolak a tau  dikabulkan sebagian dan 
Wajib Pajak tidak m engajukan perm ohonan banding, jum lah 
pajak berdasarkan  keputusan  keberatan dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum  m engajukan keberatan 
h a ru s  dilunasi paling lam a 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat K eputusan Keberatan, dan penagihan 
dengan S urat Paksa akan  dilaksanakan apabila Wajib Pajak 
tidak m elunasi u tang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib 
Pajak dikenai sanksi adm inistratif berupa denda sebesar 50% 
(lima pu luh  persen).

Contoh:

U ntuk tah u n  pajak 2009, SKPDKB dengan jum lah  pajak yang 
m asih h a ru s  dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pem bahasan 
akhir hasil pem eriksaan, Irawan Susanto hanya m enyetujui 
pajak yang h aru s  dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan 
telah m elunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp
3.500.000. 00 dan kem udian m engajukan keberatan kepada 
W alikota a tau  Pejabat.
Dengan berbagai pertim bangan, Walikota a tau  Pejabat 
m engabulkan sebagian keberatan Irawan Susanto dengan 
jum lah  pajak yang m asih h aru s  dibayar m enjadi sebesar Rp
4.200.000. 00. Dalam hal ini, Irawan Susanto  tidak dikenai

68



sanksi adm inistratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi 
sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar 50% x (Rp 4.200.000,00 
-  Rp 3.500.000,00) = Rp 350.000,00.

h u ru f e
Dalam hal perm ohonan banding Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, jum lah pajak berdasarkan  Putusan 
Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 
m engajukan keberatan h aru s  dilunasi paling lam a 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan  Banding, dan 
penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila 
Wajib Pajak tidak m elunasi u tang  pajak tersebut. Disamping 
itu, Wajib Pajak dikenai sanksi adm inistrasi berupa denda 
sebesar 100% (seratus persen) sebagaim ana dim aksud pada 
ayat ini.

Contoh:

U ntuk tah u n  pajak 2009, SKPDKB dengan jum lah  pajak yang 
m asih h aru s  dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pem bahasan 
akhir hasil pem eriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui 
pajak yang h aru s  dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan 
telah m elunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp
3.500.000,00 dan kem udian m engajukan su ra t keberatan. 
Walikota atau  Pejabat m engabulkan sebagian keberatan Wajib 
Pajak dengan jum lah pajak yang m asih h a ru s  dibayar menjadi 
sebesar Rp 4.200.000,00.

Selanjutnya Wajib Pajak m engajukan perm ohonan banding 
dan oleh Pengadilan Pajak d ipu tuskan  besarnya pajak yang 
m asih h a ru s  dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam 
hal ini baik sanksi adm inistratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak 
dikenai sanksi adm inistratif berupa denda yaitu sebesar 100% 
x (Rp 3.900.000,00 -  Rp 3.500.000,00) = Rp 400.000,00.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Pengenaan sanksi adm inistrasi dilaksanakan berdasarkan  ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan perpajakan.

Pasal 46
Agar dapat m em berikan keseim bangan yang lebih luas kepada Wajib 
Pajak u n tu k  memperoleh keadilan di dalam  perlakuan penerapan sanksi
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perpajakan daerah, Instansi pem ungut pajak juga dikenakan sanksi 
adm inistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) a tas  dikabulkan 
sebagian a tau  seluruhnya perm ohonan keberatan a tau  banding Wajib 
Pajak yang diajukan terhadap kelebihan pem bayaran pajak, term asuk 
pem berian im balan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 47
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak, sepanjang m enyangkut tindakan adm inistrasi perpajakan, dikenai 
sanksi adm inistrasi dengan m enerbitkan su ra t ketetapan pajak atau  
S urat Tagihan Pajak Daerah, sedangkan yang m enyangkut tindak pidana 
di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Perbuatan a tau  tindakan sebagaim ana dim aksud dalam  pasal ini bukan 
m erupakan pelanggaran adm inistrasi m elainkan m erupakan tindak 
pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, d iharapkan  tum buhnya 
kesadaran  Wajib Pajak u n tu k  m em atuhi kewajiban perpajakan seperti 
yang diten tukan dalam  Peraturan Daerah ini.

Ay a t (1)
Kealpaan yang dim aksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, 
tidak hati-hati, a tau  kurang m engindahkan kewajibannya sehingga 
perbuatan  tersebut dapat m enim bulkan kerugian pada pendapatan 
daerah.

Ayat (2)
Perbuatan a tau  tindakan sebagaim ana dim aksud dalam  pasal ini 
yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat 
pentingnya peranan  penerim aan pajak dalam  penerim aan daerah.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49 
Ayat (1)

U ntuk m enjam in bahw a kerahasiaan mengenai perpajakan tidak 
akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak 
dalam  m em berikan data  dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam 
rangka pelaksanaan pera turan  daerah ini, perlu adanya sanksi 
p idana bagi pejabat a tau  tenaga ahli yang bersangkutan  yang 
m enyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan  tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan sebagaim ana dim aksud pada ayat ini 
dilakukan karena kealpaan dalam  arti lalai, tidak hati-hati, a tau

70



kurang  m engindahkan sehingga kewajiban u n tu k  m erahasiakan 
keterangan a tau  bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang 
dilindungi oleh pera turan  perundang-undangan perpajakan daerah 
dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum  dengan 
hukum an  yang setimpal.

Ayat (2)
Perbuatan a tau  tindakan sebagaim ana dim aksud pada ayat ini yang 
dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat 
dibandingkan dengan perbuatan  a tau  tindakan yang dilakukan 
karena kealpaan agar pejabat a tau  tenaga ahli yang bersangkutan 
lebih berhati-hati u n tu k  tidak m elakukan perbuatan  membocorkan 
rahasia  Wajib Pajak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 
Ayat (1)

Dalam rangka m engam ankan penerim aan daerah dan 
m eningkatkan profesionalisme petugas pajak pada Dinas 
Pendapatan Daerah dalam  m elaksanakan ke ten tuan  peraturan  
perpajakan daerah ini, m aka terhadap petugas pajak pada Dinas 
Pendapatan Daerah yang dengan sengaja m enguntungkan diri 
sendiri a tau  orang lain secara melawan hukum  m enyalahgunakan 
kekuasaannya a tau  tugas pokok dan fungsinya m em aksa Wajib 
Pajak u n tu k  m em berikan sesuatu , u n tu k  m em bayar a tau  menerima 
pem bayaran, a tau  u n tu k  m engerjakan sesuatu  bagi dirinya sendiri 
a tau  orang lain sehingga m enim bulkan kerugian pada keuangan 
daerah  diancam  dengan peraturan  perundang-undangan tindak 
p idana korupsi.

Penerapan sanksi tersebut juga berlaku bagi seseorang yang bekerja 
di lingkungan Pem erintah Kota yang secara m elawan hukum  
m elakukan tindakan di luar kekuasaannya atau  tugas pokok dan 
fungsinya dengan m em aksa Wajib Pajak u n tu k  m emberikan
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sesuatu , u n tu k  mem bayar a tau  m enerim a pem bayaran, a tau  u n tu k  
m engerjakan sesuatu  bagi dirinya sendiri a tau  orang lain atau  
kelompoknya sehingga m enim bulkan kerugian pada keuangan 
daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten tu  di lingkungan Pem erintah Kota 
yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah  oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah dilaksanakan m enurut keten tuan  yang diatur 
dal am Undang-Undang H ukum  Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pada ayat ini d iatur wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
di lingkungan Pem erintah Kota sebagai penyidik tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah, term asuk m elakukan penyitaan. 
Penyitaan terse bu t dapat dilakukan, baik terhadap barang bergerak 
m aupun  tidak bergerak, term asuk rekening bank, piutang, dan 
su ra t berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak d a n /a ta u  
pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53 
Ayat (1)

U ntuk kepentingan penerim aan daerah, atas perm intaan Walikota, 
J a k sa  Agung atau  Kepala Kejaksaan Tinggi d a n /a ta u  Kepala 
K ejaksaan Negeri dapat m enghentikan penyidikan tindak pidana 
perpajakan daerah sepanjang perkara pidana tersebut belum 
dilim pahkan ke pengadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
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Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas
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